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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dlihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal ż zet (dengan titik diatas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik 
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غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ه ha h ha 
ء hamzah ̓̓ apostrof 
ى ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  ( ̓ ). 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
ِا kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
 
x 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā
̓̓ ̓̓  ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل وه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 
 َي… / َ ا …. Fatḥah dan alif atau yā̓̓
̓̓
 ā a dan garis di atas 
ي Kasrah dan yā Ī i dan garis di atas 
و ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
ت ام : māta 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
ت ومي : yamūtu 
4. Tāmarbūṭah 
Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua yaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan 
tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭfāl 
ةلض افلا ةنيدملا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةمكحلا  : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
انبر : rabbanā 
انيجن : najjainā 
قحلا : al-ḥaqq 
معن : nu”ima 
ودع : ‘aduwwun 
 Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
يلع : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
يبرع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
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biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
( - ). 
Contoh : 
سمشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةل زلازلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسلفلا : al-falsafah 
دلابلا : al- bilādu 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
نورمات : ta’murūna 
عونلا : al-nau’ 
ءيش : syai’un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
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tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
 Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
 Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 الله نيد dīnullāh  الله اب   billāh      
Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 مههللا ةمحر يف  hum fīraḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 
(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
 
 
xiv 
 
 Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 Abū Naṣr al-Farābī 
 Al-Gazālī 
 Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
Ḥāmid Abū) 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahūwata’ālā 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihiwasallam 
a.s.  :‘alaihi al-salām 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama : Andriano 
NIM : 10300112002 
Judul  : Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan, analisa dan penilaian 
terhadap kode etik profesi hakim dari sudut pandang etika hukum Islam. Kode etik 
yang sudah ada belum memberikan nilai yang berpihak kepada terwujudnya tujuan 
hukum, sehingga perlu dikaji kembali atau direvisi untuk disesuaikan dengan 
perubahan situasi. Salah satu jalan untuk menegakkan supremasi hukum adalah 
dengan cara menegakkan etika, profesionalisme, dan disiplin. Penelitian ini 
dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis terhadap nilai-nilai yang terkandung 
dalam kode etik profesi hakim dalam sudut pandang etika hukum Islam. Persoalan 
yang akan dijawab dalam skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimana peranan etika 
dalam menekan penyalahgunaan dan wewenang profesi hakim. Kedua, Bagaimana 
konsep hukum Islam dalam mengatur etika profesi hakim. 
Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang disebut 
pula dengan istilah Library Research karena menjadikan bahan pustaka sebagai 
bahan kajian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teology normatif (syar’i) 
dan yuridis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berasal dari 
literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, 
sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam penelitian ini 
juga digunakan metode berfikir induktif dan deduktif, sehingga penelitian ini 
mendapatkan beberapa kesimpulan. 
Kode etik profesi hakim pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang 
mendasari kepribadian secara professional, yaitu kebebasan, keadilan dan  kejujuran. 
Etika profesi hakim dan hukum adalah merupakan satu kesatuan yang secara inheren 
terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasannya merupakan pemahaman dari al-
Qur’an dan Hadis, sehingga pada dasarnya Kode etik profesi hakim sejalan dengan 
nilai-nilai dalam sistem etika Islam. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai 
dasar yaitu yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kehendak bebas dan pertanggung 
jawaban. Terjadinya penyalahgunaan dan pengabaian terhadap kode etik profesi 
hakim diakibatkan rendahnya etika dan moralitas hakim. Sehingga tidak 
terlaksananya nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran serta pertanggung 
jawaban sebagai nilai yang harus ditegakkan oleh profesi hakim. 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan 
masukan bagi praktisi dan pengambil kebijakan bagi penegakan kode etik profesi 
hakim agar kedepannya pelanggaran kode etik dapat dicegah demi mewujudkan 
peradilan yang bersih. Penanaman nilai religiusitas dan kesadaran hukum akan nilai-
nilai profesi sehingga dalam gerak langkahnya selalu akan tersirat kehadiran Tuhan 
yang nantinya akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan profesi mengimplikasikan kepada tuntutan-tuntutan norma 
etik yang melandasi persoalan profesional.1 Kode etik profesi dapat menjadi 
penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi sehingga kode etik ibarat kompas 
yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi, sekaligus menjamin mutu moral 
profesi itu di mata masyarakat.2 
Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi lain, misalnya profesi 
dokter, profesi akuntan, profesi teknik, dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri 
tersendiri, karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan 
manusia atau orang yang lazim disebut “klien”. Profesi hukum dewasa ini memiliki 
daya tarik tersendiri, akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum, 
yang mengarah kepada peningkatan penegakan hukum. Apalagi dewasa ini isu 
pelanggaran hak asasi manusia semakin marak diperbincangkan dan telah menjadi 
wacana publik yang sangat menarik.3 
Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum (Legal Aparatus) yang 
sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum 
formal. Namun realitanya para kalangan profesi hukum belum menghayati dan 
melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari, terlihat 
dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak 
lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Khusus berkenaan dengan 
                                                          
1 Priyo Utomo, Etika Dan Profesi (Cet. 1, Jakarta: Gramedia, 1992), h. 1. 
2 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 123. 
3 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Cet. II, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008) h. 19. 
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pemutusan perkara di pengadilan yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan 
kebenaran maka hakimlah yang kena, dan apabila memenuhi harapan masyarakat 
maka hakimlah yang mendapat sanjungan. Dengan kata lain masyarakat memandang 
wajah peradilan sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh sikap atau perilaku hakim. 
Sebagai contoh atas adanya hakim yang melakukan Kolusi Korupsi dan Nepotisme 
(KKN) yang dibuktikan dengan data Transparansi Internasional (TI) dan Catatan 
Political Economi Risk Concultanty Ltd.(PERC) yang membuktikan bahwa korupsi 
di lembaga peradilan sebagai urutan ketiga setelah lembaga kepolisian dan Bea 
Cukai dan urutan lima besar di dunia. Berdasarkan hasil penelitian Indonesia 
Corruption Watch  (ICW).4 
Pengingkaran terhadap keluhuran profesi seorang hakim tidaklah semata-
mata datang dari dorongan pengemban profesi itu sendiri, tetapi kekuatan ekstra 
besar dan kuat yang bersifat eksternal yang memaksa hakim untuk mengkhianati 
profesinya. Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan kehakiman yang mandiri 
sebagai sebuah cita-cita yang harus dijunjung tinggi dalam Negara hukum Indonesia 
tidak lebih dari sekedar jargon dan macan kertas.5 
Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman yang telah 
menjadi aktor pemaksa hakim mengkhianati profesi, sebagaimana diungkapkan di 
atas, kekuasaan kehakiman di dalam menjalankan tugas yudisialnya masih dijangkiti 
oleh penyakit akut, yaitu merajalelanya korupsi peradilan (judicial coruption).6 
Dalam dasawarsa terakhir ini, berita-berita tidak sedap selalu menimpa lembaga 
peradilan kita. Berita tersebut meliputi kasus penyuapan hakim, kolusi, dan 
                                                          
4 Wasingatu Zakiyah, dkk, Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, (Cet. 1,Jakarta: ICW, 2002), 
h. 245. 
5 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 155. 
6 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 157. 
3 
 
intervensi penguasa terhadap putusan pengadilan. Misalnya, kasus kolusi di 
Mahkamah Agung dalam kasus Marsinah dimana para terdakwa dibebaskan dari 
segala dakwaan (bebas murni). Muhammad Akil Mochtar mantan Ketua Mahkamah 
Konstitusi divonis hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Jakarta setelah dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah 
dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada Kabupaten Gunung 
Mas, Kalimantan Tengah dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Hakim Herman 
Alisitondi yang dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara karena terbukti memeras 
Walter Sigalingging dalam kasus dugaan korupsi Jamsostek. Mantan Hakim Tinggi 
Harini Wijoso yang dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp.150 juta 
subsider enam bulan kurungan karena berusaha menyuap Ketua Mahkamah Agung 
Bagir Manan. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi pemecatan 
secara tidak hormat kepada hakim ad hoc tipikor, Asmadinata. Sanksi berat diberikan 
kepada Asmadinata karena hakim ini telah menemui seorang ‘broker’ atau makelar 
kasus. 
Dari kasus diatas maka sewajarnya bila muncul harapan dan tuntutan 
terhadap pelaksanaan profesi baik ciri, semangat, maupun cara kerja 
yang  didasarkan pada nilai moralitas umum (common morailty), seperti nilai 
kemanusiaan (humanity), nilai keadilan (Justice) dan kepastian hokum 
(gerechtigheid). Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mengarah kepada perilaku 
anggota profesi hakim, sehingga perlu adanya dan ditegaskan dalam bentuk yang 
kongkrit (Kode Etik).7 Sehingga dengan adanya nilai-nilai dalam kode etik tersebut, 
pelaksanaan professional akan dapat di minimalisir dari gejala-gejala 
penyalahgunaan keahlian dan keterampilan professional dalam masyarakat sebagai 
                                                          
7 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 8. 
4 
 
klien atau subyek pelayan. Hal ini penting karena nilai-nilai tersebut tidak akan 
berguna bagi professional saja melainkan bagi kepentingan dan kesejahteraan 
masyarakat.8 
Dari peranannya yang sangat penting dan sebagai profesi terhormat (Offilium 
nobile), atas kepribadiannya yang dimiliki. Hakim mempunyai tugas sebagaimana 
dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman adalah Hakim wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.9 Untuk itu 
hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan 
mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, 
agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan. Di sini terlihat 
jelas seorang hakim dalam menjalankan tugasnya selain di batasi norma hukum atau 
norma kesusilaan yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi 
yang terdapat dalam kode etik profesi. 
Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim baik 
di dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran 
maupun pergaulan dalam masyarakaat, yang harus dapat memberikan contoh dan 
suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Melalui kode etik ini, 
para profesional hukum diharapkan memiliki beberapa kualitas diri yang menjadi 
acuan penilaian dan sikap moralnya dalam melaksanakan profesinya.10 
Islampun menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah 
untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah diucapkan, 
                                                          
8 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum (Cet. III, 
Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 31. 
9 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, bab IV pasal 28 ayat 1. 
10 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 149. 
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dalam pandangan Islam kalimat tauhid adalah amalan yang harus diwujudkan dalam 
bentuk satu kata dan satu perbuatan dengan niat lillahi ta'alla.11 Sehingga pada  
setiap putusannya benar-benar mengandung keadilan dan kebenaran. 
Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 58. 
 َّنِإ ه َّللّٱ  ْاوُّد هُؤت نهأ ۡمُكُرُمۡأهي ِت َٰهن َٰهمهۡلۡٱ  هنۡيهب ُمتۡمهك هح اهذِإ هو ا ههِلۡههأ ٰٓ َٰىهلِإ ِساَّنلٱ  ِب ْاوُمُكۡحهت نهأ  ِلۡدهعۡلٱ 
 َّنِإ ه َّللّٱ  ِهِب مُكُظِعهي ا َّمِِعن  ٰٓۦ  َّنِإ ه َّللّٱ اٗريِصهب ا َۢهعيِمهس هناهك 
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.12 
Melalui profesi inilah hakim mempunyai posisi istimewa. Hakim merupakan 
kongkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa 
hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.13 
Karena hakim satu-satunya penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan 
pada setiap putusannya. Sehingga setiap keputusan hakim benar-benar berorientasi 
kepada penegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dari pada sekedar mengejar 
kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan dalam kode etik profesi hakim. 
Karena hakim menjadi tumpuan dan harapan para pencari keadilan. 
Kode etik profesi hakim bukanlah merupakan sesuatu yang datang dari luar 
tetapi terwujud justru berasal dan diciptakan oleh anggota profesi sendiri, sehingga 
merupakan pengaturan sendiri self regulation). Karena kalau di ciptakan dari luar 
instansi atau pemerintah), maka tidak akan dijiwai oleh nilai-nilai yang hidup di 
                                                          
11 Bismar Siregar, Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan, (Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 
1995), h. 18. 
12 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 87. 
13 Al Wisnubroto, Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (Cet. 1, Yogyakarta: Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta, 1997), h. 65. 
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kalangan profesi.14 Kode etik merupakan kesesuaian sikap yang harus di junjung 
tinggi oleh hakim dengan jiwa-jiwa pancasila. Padahal untuk menegakkan supremasi 
hukum adalah menegakkan etika, profesionalisme serta disiplin.15 Meskipun 
demikian kode etik profesi hakim sebagai standar moral belum memberikan dampak 
yang positif, sehingga kode etik yang sudah sekian lama perlu dikaji kembali untuk 
disesuaikan dengan perubahan kondisi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Komisi 
Hukum Nasional (KHN) yang menilai bahwa banyak para kalangan profesi hukum 
belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan 
profesinya sehari-hari. Oleh karena itu perlu dibentuk standar kode etik profesi 
hukum yang akan menjadi pedoman untuk prilaku profesi. Dan sebagai cara untuk 
memulihkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan khususnya hakim yang sedang 
kacau.16 
Munculnya wacana pemikiran tentang kode etik profesi hakim ini yang akan 
menjadi penelitian yang dititikberatkan pada analisis nilai-nilai yang terkandung 
dalam kode etik profesi hakim. Penelitian ini penyusun anggap penting karena 
didorong oleh realitas profesi hakim yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Dan 
untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai 
benteng terakhir keadilan yang merupakan cita-cita dan tujuan17 (Khususnya Profesi 
hakim). Melihat permasalahan di atas penyusun merasa tertarik untuk membahas 
kode etik profesi hakim dan dikaitkan dengan nilai-nilai  etika Islam. Masalah ini 
sangat menarik untuk dikaji karena etika Islam yang bersumber dari al-Qur'an yang 
                                                          
14 K.Bertens,  Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 148. 
15 Kompas, Etika Profesi Kunci Pas Penegakan Hukum, 29 Mei 2002. 
16 K.Bertens,  Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 279. 
17 Takdir Ali Mukti dkk, Membangun Moralitas Bangsa, (Cet. 1, Yogyakarta: Lembaga 
Penelitian dan Pengamalan Islam Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 1998), h. 64. 
7 
 
pada hakekatnya merupakan dokumen Agama dan bertujuan untuk menciptakan 
masyarakat yang bermoral. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan 
dari karya tulis ini adalah bagaimana kode etik profesi hakim dalam perspektif 
hukum Islam dan adapun sub masalahnya yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana peranan etika dalam menekan penyalahgunaan dan wewenang 
profesi hakim? 
2. Bagaiamana konsep hukum Islam dalam mengatur etika profesi hakim? 
C. Pengertian Judul 
Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam mendefinisikan dan 
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel 
yang telah dikemukakan dalam penelitian. Adapun variabel yang dimaksud sebagai 
berikut : 
1. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang 
baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).18 
2. Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pekerjaan yang 
dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) 
tertentu.19 
3. Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk 
menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak 
menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Apabila hukumnya 
                                                          
18 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), h. 7. 
19 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 
2008), h. 16. 
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tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus 
mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum (rechtsvinding).20 
4. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu 
Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang 
yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang 
mengikat bagi semua pemeluknya. 
Dari pengertian diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kode etik 
profesi hakim memuat kewajiban dan keharusan untuk menjalankan profesinya 
secara bertanggung jawab atas hasil dan dampak dari perbuatannya dan keharusan 
untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Kode etik ini bukanlah hukum, melainkan 
nilai dan norma sebagai tolok ukur bagi profesional hakim dalam menegakkan 
kewibawaan hukum yang berprikemanusiaan dan berkeadilan. Pada gilirannya, kode 
etik akan membentuk etos kerja pada setiap anggota profesi hakim agar menjadi 
profesional hukum yang berbudi luhur, yang menjalankan profesinya sebagai 
perwujudan komitmen tanggung jawab keilmuan, dan integritas moral individu pada 
pengabdian kepada sesama, dengan mencintai dan menjunjung tinggi kebenaran dan 
keadilan di atas uang dan jabatan.21 
D. Kajian Pustaka 
Dari hasil kajian pustaka yang penyusun lakukan terdapat beberapa karya 
ilmiah baik berupa buku, jurnal, maupun skripsi yang membahas tentang kode etik 
atau etika profesi hukum, diantaranya sebagai berikut : 
                                                          
20 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum (Bandung: Citra 
Aditya Bakti ,1993), h. 32. 
21 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 149. 
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1. Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya Etika Profesi Hukum membahas 
tentang profesi hukum yang menyangkut kepentingan individu (private 
trust) dan kepentingan umum (public trust). Perlindungan kepentingan 
pribadi dan kepentingan umum selain diatur oleh perangkat hukum juga 
terpulang pada aturan-aturan hidup manusia yang tidak tertulis yang 
terpancar dari hati nuraninya sendiri, yakni agama, moral, dan etika. 
2. Oemar Seno Aji dalam bukunya Etika Professional dan Hukum : Profesi 
Advokat,karya ini hanya menyoroti permasalahan etik dari profesi advokat, 
dokter dan wartawan. Namun dalam karya ini disebutkan bahwa kode etik 
secara umum mengandung normative ethich dan adanya rahasia profesi 
yang menjadi asas yang memberikan hak untuk menolak keterangan 
sebagai saksi (vershonings recht). 
3. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Etika Profesi Hukum membahas 
tentang himpunan asas-asas dan nilai-nilai moral yang diberi bentuk 
tertulis untuk dijadikan penuntun perbuatan para profesional di bidang 
hukum yang disebut juga kode etik profesi hukum. Uraian dalam buku ini 
bermula dari manusia sebagai sumber moral. Moral manusia diwujudkan 
dalam bentuk nilai-nilai hukum moral. 
4. Supriadi dalam bukunya Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di 
Indonesia, mengkaji secara panjang lebar tentang sejumlah profesi hukum 
dan kode etik profesi hukum sebagai pedoman para profesional hukum 
berprilaku dan bertindak dalam menjalankan profesinya. 
5. Shidarta dalam bukunya Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran 
Kerangka Berpikir, membahas bagaimana penyandang profesi hukum 
mampu memaknai setiap nilai, asas, dan norma yang terkandung dalam 
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kode etik profesi melalui kerangka berpikir yang logis. Karena, 
sesungguhnya profesi hukum bertugas melayani publik bukan berpolemik 
untuk menentukan siapa yang paling berkuasa, sehingga berhak 
melakukan hal-hal yang kurang baik dengan mengatasnamakan “demi 
keadilan”. 
Dari karya-karya tersebut, baru membahas tentang etika profesi secara umum 
dan belum terdapat pembahasan yang secara khusus tentang kode etik hakim atau 
kode kehormatan yang terkandung dalam etika profesi hakim dalam tinjauan etika 
Islam. Maka dari itu penyusun akan membahas etika profesi hakim yang diantaranya 
kode etik profesi hakim atau kode kehormatan hakim, pandangan hukum Islam 
terhadap etika profesi hakim sebagai bahan yang mendukung terhadap penyusunan 
ini. 
E. Metodologi Penelitian 
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan 
menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan 
pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sahih) mengenai 
dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati 
fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik 
beberapa kesimpulan dari data tersebut.22 
Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan 
komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat. Dengan 
                                                          
22 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2014), h. 8. 
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demikian, metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data 
primer dan data sekunder yang relevan dengan pembahasan ini dan menekankan 
sumber informasinya dari buku-buku hukum, kitab Undang-Undang hukum pidana 
(KUHP), kitab fikih, jurnal, dan literature yang berkaitan atau relevan dengan objek 
kajian. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
teology normatif (syar’i) dan yuridis, artinya berupaya mengkaji hukum yang 
dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi 
acuan perilaku setiap orang.23 Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut 
mengacu pada dalil-dalil al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar hukum yang berlaku 
dalam hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum 
nasional yang berlaku di Indonesia. 
3. Sumber Data 
Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer yang berasal dari 
literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, 
sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam pengumpulan 
dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut: 
                                                          
23 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Pnelitian Hukum (Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 204), h. 52. 
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a. Kutipan langsung 
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung 
sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. 
Mengutip secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat dari sumber 
aslinya. 
b. Kutipan tidak langsung 
Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-kata, tetapi 
menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata 
dan bahasa sendiri.24 Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendek 
juga akan dibedakan untuk kepentingan kejelasan. 
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengolah data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan 
tujuan, rancangan, dan sifat peneltian. Metode pengolahan data dalam 
penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokkan data sesuai 
dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang 
diambil adalah data yang berhubungan dengan fakta terkait dengan tindak 
pidana. 
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan  skripsi menjadi efektif 
                                                          
24 Tim Penulis,Tips dan Cara Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi (Yogyakarta: Shira 
Media, 2009), h. 117. 
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dan mudah  untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar 
dalam membahas suatu masalah. 
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 
satuan yang dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 
pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 
apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari 
literatur bacaan. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 
a. Untuk mengetahui peranan etika dalam menekan penyalahgunaan dan 
wewenang profesi hakim. 
b. Untuk mengetahui konsep hukum Islam dalam mengatur etika profesi hakim. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini yaitu: 
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a. Kegunaan teoritis 
Menambah khazanah ilmu pengetahuan bidang hukum tentang etika profesi 
hakim pada umumnya, dan ilmu keislaman pada khususnya sebagai bahan 
studi awal untuk penelitian lebih lanjut. 
b. Kegunaan praktis 
Memberikan masukan bagi pengambil kebijakan khususnya hakim dalam 
menjalankan tugasnya agar selalu taat pada kode etik profesinya sebagai 
wakil Tuhan di muka bumi demi tegaknya keadilan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM KODE ETIK PROFESI HAKIM 
A. Gambaran Umum Peranan Hakim 
1. Pengertian Hakim 
Sebelum membahas pengertian kode etik, maka terlebih dahulu perlu 
dipahami pengertian hakim. Hakim berasal dari kata   مكح–  مكحي– مكاح  : sama artinya 
dengan qadi yang berasal dari kata   ىضق–  ىضقي– ض اق  artinya memutus. Sedangkan 
menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara 
dan menetapkannya.1 Adapun pengertian menurut syara’ yaitu orang yang diangkat 
oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-
perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat 
menyelesaikan tugas peradilan,2 sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah 
mengangkat qadi untuk  bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di 
tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada 
sahabatnya.3 Hal ini terjadi pada sahabat dan terus berlanjut pada Bani Umayah dan 
Bani Abbasiah, diakibatkan dari semakin luasnya wilayah Islam dan kompleknya 
masalah yang terjadi pada masyarakat, sehingga diperlukan hakim-hakim untuk 
menyelesaikan perkara yang terjadi.  Hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara 
yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.4 
                                                             
1 Muhammad Salam  Madkur, Al-Qadha’ Fi al-Islam, terj. Imran AM, Peradilan dalam 
Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 11. 
2 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: 
Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 39. 
3 Muhammad Salam  Madkur, Al-Qadha’ Fi al-Islam, terj. Imran AM, Peradilan dalam 
Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 11. 
4 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana, bab I pasal 1 ayat 8. 
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Sedangkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim dan hakim 
konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat.5 Dengan demikian hakim adalah sebagai 
pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan 
keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya 
menurut undang-undang yang berlaku. 
2. Dasar dan Syarat Pengangkatan Hakim 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan 
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 
Konsekuensi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 
adalah segala bentuk yang berkaitan dengan menjalankan tujuan negara Indonesia 
harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 
tujuan negara sebagai negara hukum, maka dalam mencapai sasarannya, perlu 
dibentuk sebuah lembaga peradilan yang mempunyai tugas menegakkan hukum di 
bumi Nusantara ini. 6 
Hakim sebagai salah satu unsur peradilan yang dipandang penting dalam 
menyelesaikan perkara yang diperselisihkan antara sesama, oleh sebab itu harus 
didukung oleh pengetahuan dan kemampuan yang professional dengan syarat-syarat 
yang umum dan khusus yang di tentukan oleh oleh Mahkamah Agung atas 
                                                             
5 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, bab II pasal 5 ayat 1. 
6 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008), h.107. 
17 
 
kekuasaan kehakiman yang diatur oleh undang-undang tersendiri, terkecuali 
Mahkamah Konstitusi yang kekuasaan dan kewenangannya oleh Mahkamah 
Konstitusi. 
Adapun syarat  menjadi hakim secara umum adalah : 
a. Warga Negara Indonesia 
b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa 
c. Setia Pada Pancasila dan Undang-undang 
d. Bukan anggota organisasi terlarang 
e. Pegawai Negeri 
f. Sarjana hukum 
g. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun 
h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik.7 
Mengenai ketentuan khususnya terdapat pada masing-masing lembaga 
peradilan. Peradilan Agama mensyaratkan hakim harus beragama Islam dan sarjana 
syari'ah atau sarjana hukum yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum Islam. 
Dan pada peradilan Tinggi Agama minimal berumur 40 tahun  dan minimal harus 5 
tahun menjadi ketua Peradilan Agama dan 15 Tahun menjadi hakim pada Peradilan 
Agama.8 Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan sarjana hukum yang memiliki 
keahlian di bidang Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara yang melaksanakan 
fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah, 
sedangkan pada Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara minimal berumur 40 tahun  dan 
                                                             
7 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI  Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, 
bab I pasal 14 ayat 1. 
8 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 
bab II pasal 13 ayat 1 dan pasal 14 ayat 1 butir a-c. 
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minimal harus 5 tahun menjadi ketua atau wakil Peradilan Tata Usaha Negara dan 15 
Tahun menjadi hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara.9 Pada peradilan Militer 
mensyaratkan hakim harus pengalaman dalam peradilan, berpangkat kapten dan 
berijazah sarjana hukum, dan pada Hakim Militer Tinggi minimal berpangkat Letnan 
Kolonel, serta pada Hakim Militer Utama minimal berpangkat kolonel dan 
pengalaman sebagai Hakim Militer Tinggi atau sebagai Oditur Militer Tinggi.10 
Sedangkan pada Peradilan Militer ini tidak ada batasan umur yang menjadi 
persyaratan. Adapun Peradilan adhoc pada Peradilan Hak Azasi Manusia hakim 
harus mempunyai keahlian hukum, berumur minimal 45 tahun dan maksimal 65 
tahun dan memiliki kepedulian di bidang hak azasi manusia, serta pada hakim ad hoc 
pada Mahkamah Agung minimal berumur 50 tahun.11 Sedangkan pada Mahkamah 
Agung atau Hakim Agung minimal umur 50 tahun dan sekurang-kurangnya 20 
Tahun menjadi hakim dan sekurang-kurangnya 3 Tahun menjadi hakim tinggi. Dan 
apabila diangkat dari dari bukan karir yaitu dari profesi hukum atau akademisi, 
sekurang-kurangnya telah menjalani rofesinya selama 25 Tahun, dan berijazah 
magister hukum.12 Dan Mahkamah Konstitusi yaitu mempunyai kewenangan pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mensyaratkan hakim 
minimal berumur 40 tahun, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
                                                             
9 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara, 
bab II pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 ayat 1 butir a-c. 
10 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, 
bab II pasal 18 butir d-e dan pasal 19 butir d, serta pasal 20 butir d-e. 
11 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia, bab IV pasal 29 butir 3-4-8. 
12 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, pasal 7 ayat 1 butir a-f dan ayat 2 
butir b-c. 
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pengadilan dengan kekuatan hukum tetap yang diancam lima tahun penjara 
serta  tidak dinyatakan pailit dan mempunyai pengalaman di bidang hukum minimal 
10 Tahun, serta masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi ini hanya 5 Tahun.13 
Sedangkan dalam literatur Islam atau fiqih ada beberapa persyaratan yang 
menjadi persamaan dan perbedaan, persamaannya hakim harus berakal, Islam, adil, 
berpengetahuan baik dalam pokok hukum agama dan cabang-cabangnya, sehat 
pendengaran, penglihatan dan ucapan dan merdeka bukan hamba sahaya.14 Adapun 
perbedaannya adalah  pada fiqih Islam disyaratkan hakim laki-laki dan tidak boleh 
perempuan yang terjadi khilafiyah diantara para ulama dari empat mazhab kecuali 
Abu Hanifah membolehkan selain dalam urusan had dan qisas, karena kesaksian 
dalam dua hal tersebut tidak dapat diterima. 
Dalam Hadis disebutkan : 
ةأرما مهرماولو موق حلفي نل 
Terjemahnya: 
“Tidak akan dapat kemenangan sesuatu kaum yang menguasakan urusan 
mereka kepada perempuan”. Riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Nasai.15 
Hadis di atas menerangkan bahwa perempuan dianggap belum  mampu 
membawa kemenangan atau kemajuan. Ini merupakan pendapat lama karena melihat 
kondisi perempuan  yang  berbeda dengan masa sekarang, sehingga sekarang ini 
wanita boleh menjadi hakim asalkan mempunyai keahlian serta memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum positif dan hukum Islam. 
                                                             
13 Sekretariat Negara, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi, bab IV pasal 16 ayat 1 butir c-f. 
14 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Cet. XXVII; Jakarta: Attahiriyah, 1976) h .458. 
15 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Cet. XXVII; Jakarta: Attahiriyah, 1976), h .459. 
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Dengan berbagai macam syarat tersebut diharapkan hakim dapat bermoral 
tinggi dan tidak boleh melakukan perbuatan tercela, melanggar sumpah jabatan atau 
melanggar larangan seperti menjadi pengusaha atau penasehat hukum, karena syarat 
tersebut termasuk dalam ajaran yang menuntut moral dan tanggungjawab sebagai 
seorang hakim setelah disumpah sesuai agamanya masing-masing. 
Adapun lafal sumpah dan janjinya sebagai berikut : 
Sumpah: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi 
kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan 
segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa 
dan bangsa.” 
Janji: “Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi 
kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan 
segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa 
dan bangsa.”16 
Maka jika seorang hakim melanggar, dapat diberhentikan secara tidak hormat 
oleh Presiden dengan terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membela diri. 
3. Tugas, Fungsi Dan Tanggung Jawab Hakim 
Profesi hakim adalah suatu kemuliaan atau sesuatu officium mobile (pedoman 
Mahkamah Agung mengutamakan lambang kartika, cakra, candra, sari, dan tirta). 
                                                             
16 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008), h.112. 
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Semuanya bertujuan melambangkan adanya kewajiban pada hakim untuk berperilaku 
terhormat (honorable), murah hati (generous), dan bertanggung jawab (responsible). 
Hal itu berarti bahwa seorang hakim tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral 
tinggi, tetapi harus pula mendapat kepercayaan publik, bahwa dia akan selalu 
berperilaku demikian.17 Hakim menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. 
Dalam undang-undang disebutkan tugas pengadilan adalah: tidak boleh 
menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan 
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 
memeriksa dan mengadilinya.18 Artinya hakim sebagai unsur pengadilan wajib 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat.19 Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti 
persepsi masyarakat tentang tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemamfaatan. 
Hal ini menjadi tuntutan bagi hakim untuk selalu meningkatkan kualitasnya sehingga 
dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan 
keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menyelesaikan suatu perkara 
ada beberapa tahapan yang harus di lakukan oleh hakim diantaranya :20 
Mengkonstatir yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan 
dalam duduknya perkara pada putusan hakim. Mengkonstatir ini dilakukan dengan 
terlebih dahulu melihat pokok perkara dan kemudian mengakui atau membenarkan 
                                                             
17 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 228. 
18 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor  4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, bab I pasal 16 ayat 1 dan lihat Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 
Pengadilan Agama, bab IV pasal 56 ayat 1. 
19 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor  4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, bab III pasal 28 ayat 1.    
20 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Cet. III; Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2000), h. 37. 
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atas peristiwa yang diajukan, tetapi sebelumnya telah diadakan pembuktian terlebih 
dahulu. 
Mengkualifisir yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam 
surat putusan. Ini merupakan suatu penilaian terhadap peristiwa atas bukti-bukti, 
fakta-fakta peristiwa atau fakta hukum dan menemukan hukumnya. 
Mengkonstituir yaitu yang dituangkan dalam surat putusan. Tahap tiga ini 
merupakan penetapan hukum atau merupakan pemberian konstitusi terhadap perkara. 
Tahapan-tahapan tersebut menjadikan hakim dituntut untuk jeli dan hati-hati untuk 
memberikan keputusan sekaligus menemukan hukumnya, karena pada dasarnya 
hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan keyakinannya  sesuai dengan doktrin Curia Ius Novit.21 
Karena dalam undang-undang dijelaskan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara 
yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diputus, dengan alasan bahwa hukum 
yang ada tidak ada atau kurang jelas.22 
Sedangkan fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari 
apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau 
menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam 
perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada 
apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar 
belakang perbuatan terdakwa.23 
                                                             
21 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1992), h. 37. 
22 Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor RI 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 
bab IV pasal 56 ayat 1. 
23 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1992), h. 38. 
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Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang 
menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara 
yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam Undang-undang maupun yang 
tidak terdapat ketentuannya. 
B. Kode Etik Profesi Hakim 
1. Pengertian kode etik 
Etika menurut bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos 
yang berarti adat-istiadat (kebiasaan), perasaan batin, kecenderungan hati untuk 
melakukan perbuatan.24 
Dengan demikian kata etika setidak-tidaknya mengandung tiga arti. Pertama, 
nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu 
kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dalam arti ini bisa dirumuskan 
juga sebagai “sistem nilai” yang berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun 
pada taraf sosial. Kedua, etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral. Yang 
dimaksud di sini adalah kode etik. Ketiga, etika mempunyai arti sebagai ilmu tentang 
yang baik atau buruk. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral.25 Dan pada 
pengertian etika kedua ini, etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral, inilah yang 
akan menjadi fokus pembahasan penyusun, khususnya etika yang ada di lingkungan 
profesi hakim, yang tertuang dalam kode etik profesi hakim. 
Sedangkan kata "profesi" merupakan lawan dari kata "amatir" yakni 
melakukan suatu pekerjaan hanya sebagai kegiatan hoby atau kesukaan. K. Bertens 
mengartikan profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang 
                                                             
24 M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 4. 
25 K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 6. 
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memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Dengan keahlianya, kelompok profesi 
menjadi kalangan yang sukar ditembus bagi orang luar.26  
Dengan demikian sebuah profesi memiliki prinsip-prinsip etika yaitu; 
pertama, prinsip tanggung jawab artinya para profesional harus bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan dampak yang ditimbulkannya. Kedua, prinsip 
keadilan, artinya para profesional harus memberikan kepada siapa saja yang menjadi 
haknya tanpa memandang status sosialnya. Ketiga, otonomi artinya setiap 
profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya selama 
masih dalam  koridor kode etik.27 Karena kode etik merupakan aturan-aturan susila 
atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh para anggota 
yang tergabung dalam suatu organisasi profesi. Jadi kode etik berupa suatu ikatan, 
tatanan, kaidah atau norma yang harus diperhatikan yang berisi petunjuk tentang apa 
yang boleh dan apa yang tidak boleh diperbuat oleh anggota profesi dalam 
menjalankan profesinya, sebagai pencegahan munculnya tindakan moral yang 
pelanggarannya membawa akibat atau konsekuensi tertentu. 
Kode etik sebagai hasil kesepakatan anggota, bertujuan agar anggota tidak 
terjebak kepada pelanggaran norma yang lebih fatal maka ditetapkan sistem sanksi. 
Dalam dalam organisasi profesi hukum yang solid, keberadaan kode etik profesi 
merupakan norma moral yang implikasinya mendekati efektifitas norma hukum.28  
Sehingga kode etik sendiri adalah hasil usaha pengarahan kesadaran moral 
para anggota profesi tentang persoalan-persoalan khusus yang dihadapinya dan dapat 
                                                             
26 K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 278. 
27 Burhanuddin Salam, Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia (Cet. I; Jakarta: 
Aneka Rineka Cipta, 1997), h. 143-144. 
28 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Cet. IV; Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 319. 
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ditentukan aspek-aspek moral yang terkandung di dalam  suatu profesi yang 
memiliki nilai tinggi sebagai tujuan dari profesi tersebut. Ciri-ciri tersebut tentang 
bagaimana profesional etis yang dapat mengcover perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi tanpa meninggalkan aspek sosial budaya bangsanya, ini sekaligus 
memberikan pengertian bahwa kode etik profesi merupakan bagian dari etika 
masyarakat. Oleh kerena itu kode etik profesi tidak boleh bertentangan dengan etika 
masyarakat. 
Kedudukan seorang profesional dalam suatu profesi, pada hakikatnya 
merupakan suatu kedudukan yang terhormat, karena setiap profesi terlihat kewajiban 
agar ilmu yang dimiliki dijalankan dengan ketulusan hati dan i’tikad baik bagi 
kehidupan masyarakat luas. 
2. Rincian Kode Etik Profesi Hakim 
Uraian mengenai kode etik hakim meliputi: Ketentuan umum, pedoman 
tingkah laku, komisi kehormatan profesi hakim, dan penutup. Adapun deskripsi lebih 
terperinci dari bagian kode etik profesi hakim tersebut adalah sebagai berikut: 
Bab I ketentuan umum pasal 1 berisi ketentuan umum. Pada bagian ini 
menguraikan maksud dari istilah kode etik, pedoman tingkah laku, komisi 
kehormatan profesi hakim, azas peradilan yang merupakan ketentuan yang ada, dan 
juga maksud dari dibentuknya kode etik profesi hakim. Pertama, sebagai alat 
pembinaan dan pembentukan karakter dan pengawasan tingkah laku hakim. Kedua, 
sebagai sarana control sosial, pencegah campur tangan ekstra judicial serta pencegah 
timbulnya konflik antar sesama anggota juga terhadap masyarakat. Ketiga sebagai 
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jaminan peningkatan moralitas dan kemandirian  hakim. Keempat menumbuhkan 
kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.29 
Bab II mengatur tentang pedoman tingkah laku (Code of Conduct) hakim 
yang merupakan penjabaran dari kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman 
bagi hakim Indonesia, yang tercermin dalam lambang hakim yang dikenal dengan 
"Panca Dharma Hakim". Pasal ini menjelaskan bagaimana kepribadian yang harus di 
miliki seorang hakim. “Kartika” artinya Hakim Indonesia adalah memiliki sifat 
percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Cakra”, yaitu mampu 
memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan. “Candra”, yaitu 
memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. “Sari”, yaitu bersifat jujur.30 Dan juga 
dijelaskan bagaimana sikap hakim dalam persidangan yang telah tercantum dalam 
tata aturan hukum acara yang berlaku, sikap terhadap sesama rekan, terhadap 
bawahan atau pegawai, terhadap masyarakat, terhadap keluarga atau rumah tangga. 
Serta kewajiban dan larangan bagi hakim tersebut. 
Bab III mengatur tentang komisi kehormatan profesi hakim sebagai lembaga 
yang di bentuk dari tingkat pusat sampai daerah.31 Lembaga ini bertugas memberikan 
pembinaan, meneliti dan memeriksa atas pelanggaran yang dilakukan.32 Kemudian 
diberikan sanksi baik dari tahap teguran sampai  pemberhentian sebagai anggota 
IKAHI.33 Komisi kehormatan profesi hakim tersebut dalam memproses pelanggaran 
                                                             
29 Ikatan Hakim Indonesia, Kode Etik Profesi Hakim, bab I pasal 2 butir 1-4. 
30 Ikatan Hakim Indonesia, Kode Etik Profesi Hakim, bab II pasal 3 ayat 1-5. 
31 Ikatan Hakim Indonesia, Kode Etik Profesi Hakim, bab III pasal 6 butir a-b. 
32 Ikatan Hakim Indonesia, Kode Etik Profesi Hakim, bab III pasal 8 ayat 1 butir a-c. 
33 Ikatan Hakim Indonesia, Kode Etik Profesi Hakim, bab III pasal 9 ayat 1-3 
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melalui mekanisme hukum acara dari mulai pemanggilan, pemeriksaan, pembelaan 
dan putusan dengan tata cara pengambilan putusan dalam majelis hakim. 
Bab IV penutup berisi tentang berlakunya kode etik profesi hakim. Dalam 
bab terakhir ini disebutkan bahwa kode etik profesi hakim berlaku sejak disyahkan 
oleh musyawarah nasional (MUNAS) ke XIII tanggal 30 Maret 2001. 
Dari sistematika kode etik profesi hakim tersebut, maka yang menjadi 
bahasan dalam penyusunan penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan mengenai 
hukum materiilnya yaitu dari Bab II. Adapun uraian mengenai Kode Etik Profesi 
hakim meliputi sifat-sifat hakim, sikap hakim dalam persidangan, terhadap sesama 
rekan, terhadap bawahan, terhadap masyarakat, terhadap keluarga atau rumah tangga 
serta kewajiban dan larangan profesi hakim. 
Sifat hakim tercermin dalam lambang Hakim yang dikenal dengan "Panca 
Dharma Hakim" : 
a. Kartika, bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
b. Cakra, senjata ampuh dari Dewan Keadilan yang mampu memusnahkan 
segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan, berarti adil. 
c. Candra, bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan 
dalam kegelapan, berarti bijaksana atau berwibawa. 
d. Sari, bunga yang semerbak wangi mengharumi kehidupan masyarakat berarti 
budi luhur atau berkelakuan tidak tercela. 
e. Tirta, air yang membersihkan segala kotoran di dunia mensyaratkan bahwa 
seorang hakim harus jujur. 
Adapun Setiap Hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang 
harus dipedomaninya : 
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a. Dalam persidangan : 
1) Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum 
acara yang berlaku. 
2) Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun 
anti pati terhadap pihak-pihak yang berperkara. 
3) Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik 
dalam ucapan maupun dalam perbuatan. 
4) Harus menjaga kewibawaan dan kehidmatan persidangan. 
b. Terhadap sesama rekan 
1) Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama 
rekan. 
2) Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara 
sesama rekan. 
3) Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap  korps Hakim. 
4) Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan, baik di dalam maupun di 
luar kedinasan. 
c. Terhadap bawahan atau pegawai 
1) Harus mempunyai sifat kepemimpinan terhadap bawahan. 
2) Membimbing bawahan untuk mempertinggi kecakapan. 
3) Harus mempunyai sifat sebagai sebagai seorang bapak atau Ibu yang baik 
terhadap bawahan. 
4) Memelihara sikap kekeluargaan antara bawahan dengan hakim. 
5) Memberi contoh kedisiplinan terhadap bawahan. 
d. Terhadap atasan 
1) Taat kepada pimpinan atasan 
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2) Menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan oleh atasan dengan jujur 
dan ikhlas. 
3) Berusaha memberi saran-saran yang membangun kepada atasan. 
4) Mempunyai kesanggupan untuk mengeluarkan atau mengemukakan 
pendapat kepada atasan tanpa meninggalkan norma-norma kedinasan. 
5) Tidak dibenarkan mengadakan resolusi terhadap atasan dalam bentuk 
apapun. 
e. Terhadap instansi lain 
1) Harus memelihara kerja sama dan hubungan yang baik dengan instansi-
instansi lain. 
2) Tidak boleh menonjolkan kedudukannya. 
3) Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan. 
4) Tidak menyalahgunakan wewenang dan kedudukan terhadap instansi lain. 
f. Terhadap pribadi 
1) Harus memiliki kesehatan rohani dan jasmani. 
2) Berkelakuan baik dan tidak tercela. 
3) Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun 
golongan. 
4) Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dursila dan kelakuan yang 
dicela oleh masyarakat. 
5) Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat hakim. 
g. Terhadap keluarga atau rumah tangga 
1) Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, menurut norma-norma 
hukum kesusilaan. 
2) Menjaga ketentraman dan keutuhan rumah tangga. 
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3) Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan 
masyarakat. 
4) Tidak dibenarkan hidup berlebih-lebih dan mencolok. 
h. Terhadap masyarakat. 
1) Selaku anggota masyarakat tidak boleh mengisolasi diri dari pergaulan 
masyarakat. 
2) Dalam hidup bermasyarakat harus mempunyai rasa gotong royong. 
3) Harus menjaga nama baik dan martabat hakim.34 
Uraian tersebut di atas merupakan standar minimal dalam pelayanan hukum 
bagi seorang hakim. Apabila pelayanannya terdapat kesalahan baik yang diperbuat 
dengan sengaja maupun tidak sengaja atau melebihi batas wewenangnya maka dia 
dapat dikenakan sanksi baik berupa teguran, skorsing, maupun pemberhentian 
sebagai anggota Ikatan hakim Indonesia.35 Adapun proses pemeriksaannya dilakukan 
secara tertutup yang sebelumnya diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan 
diri dan kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara 
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua anggota komisi kehormatan profesi 
hakim dan yang diperiksa. Keputusan dari hasil pemeriksaan itu diambil sesuai 
dengan tata cara pengambilan putusan dalam majlis hakim. 
3. Nilai-nilai dalam Kode Etik Profesi Hakim. 
Sebelumnya telah dijelaskan akan pentingnya etika dalam sebuah organisasi 
profesi, dalam hal ini profesi hakim. Dan akan kita bahas tentang pokok-pokok kode 
etik profesi hakim. Bagaimanakah pandangan etika terhadap profesi hakim, Apa saja 
                                                             
34 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 73, 76, 77. 
35 Ikatan Hakim Indonesia, Kode Etik Profesi Hakim, bab III pasal 9 ayat 1-3. 
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bentuk dan jenis norma etis yang dianut dan wajib dilaksanakan oleh para hakim. Hal 
inilah yang menjadi permasalahan pada bagian ini. Pembahasan pokok-pokok etika 
ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa nilai-nilai etika dalam profesi hakim. 
Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai 
moral bagi pengembannya. Nilai moral tersebut akan menjadi landasan bagi 
tindakannya. Ada 5 (lima) nilai moral yang terkandung dalam profesi hakim yaitu: 
a. Nilai kemandirian atau kemerdekaan. 
Seorang hakim haruslah memiliki kepribadian yang mandiri, yang tidak 
mudah tergoyahkan oleh bujuk-rayuan harta, tahta dan wanita. Selain itu, hakim juga 
tidak mudah terpancing kemarahannya manakala dia mendapat perlakuan yang 
kurang wajar dari pihak yang berperkara, termasuk dalam hal ini adalah kemandirian 
dari sisi ekonomi.36 
Hal ini memperjelas bahwa untuk mendukung terlaksananya tugas-tugas 
profesi hakim maka diperlukannya kemandirian hakim. Namun harus kita pahami 
bahwa kemandirian ini adalah bukan dengan identik dengan kebebasan yang 
mengarah kepada pada kesewenang wenangan. Tentu hal ini kembali kepada 
kemandirian moral dan keberanian moral. Kemandirian moral artinya tidak mudah 
terpengaruh atau tidak  mudah mengikuti pandangan moral sekitarnya, melainkan 
membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti 
tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh pertimbangan untung 
rugi, menyesuaikan diri dengan  nilai kesusilaan dan agama. Sedangkan keberanian 
moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk 
menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain menolak segala bentuk 
                                                             
36 Muhammad Kurdi, Kemandirian Hakim Perspektif Hukum Islam (Gowa: Alauddin 
University Press, 2012), h. 193. 
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korupsi, kolusi, suap, pungli; menolak segala bentuk penyelesaian melaui jalan 
belakang yang tidak sah.37 Hal ini dapat menjadikan seorang hakim menjadi kuat, 
demikian pula faktor kemandirian moral dan keberanian moral yang kedua-duanya 
saling mengikat. 
b. Nilai keadilan. 
Kewajiban menegakan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara 
horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. Maka pengadilan harus mengadili menurut hukum dan tidak membeda-
bedakan orang Yang dicerminkan dalam proses penyelengaraan peradilan yaitu 
membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 
untuk dapat tercapainya peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.38 Agar 
keadilan tersebut dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyaarakat, dengan tidak 
memutar balikan fakta dan tidak membedakan orang dengan tetap memegang asas 
praduga tak bersalah. Dan nilai ini dapat diperluas sampai kepada hakim wajib 
menghormati hak seseorang (setiap orang yang tersangkut perkara berhak 
memperoleh bantuan hukum).39 Serta memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi akibat 
kekeliruan tentang orang atau hukum yang diterapkan.40 
 
 
                                                             
37 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum (Cet. II; Bandung: Citra Aditya bakti, 2001), 
h. 62-64. 
38 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, bab I pasal 5 ayat 1-2. 
39 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, bab VII pasal 37. 
40 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, bab I pasal 9 ayat 1. 
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c. Nilai kerja sama dan kewibawaan korp 
Nilai kerja sama ini diwujudkan dalam persidangan salah satunya dalam 
bentuk majlis dengan sekurang-kurangnya berjumlah sebanyak tiga orang hakim 
untuk memusyawarahkan hasil dari persidangan secara rahasia yang kemudian 
menjatuhkan putusan, disamping itu perlunya saling memberi bantuan dan adanya 
kerja sama dengan negara lain yang meminta keterangan, pertimbangan, atau 
nasehat-nasehat yang berkaitan dengan hukum. 
d. Nilai pertanggungjawaban 
Sikap pertanggungjawaban ini berdimensi vertical dan horizontal. Secara 
vertical berarti bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horizontal 
berarti bertanggung jawab kepada sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan 
maupun kepada masyarakat luas.41 Dan dalam kaitanya dengan putusan pengadilan 
harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar atas pasal-pasal tertentu dari peraturan 
yang bersangkutan atau sumberhukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili.42 Nilai ini penting dalam meletakan tanggung jawab hakim terhadap 
keputusan yang dibuatnya, sehingga putusan itu memenuhi tujuan hukum berupa 
keadilan (Gerectigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit), dan kemamfaatan 
(Zweckmassigkeit). 
Menurut O. Notohamidjojo, ada empat norma yang penting dalam penegakan 
hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran. Keempat norma etis 
inilah yang akan dieksplorasi lebih jauh dalam penelitian ini. 
                                                             
41 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Cet. VI; Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 288-291. 
42 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, bab II pasal 25 ayat 1. 
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a. Kemanusiaan 
Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia 
senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi. 
Dalam hubungan person dengan kesejahteraan umum, maka diperlukan adanya 
penjernihan makna tentang individu dan person. Karena pada dasarnya manusia itu 
mempunyai dua dimensi metafisis, yaitu individualitas dan sosialitas, berbeda dari 
yang lain namun tidak terpisahkan dari yang lain, satu sama lainnya saling 
menentukan. Individualitas berakar didalam unsur-unsur yang dalam susunan badan 
manusia menentukan prilaku temperamen (keadaan rasa dan pikiran) dan 
menyatakan dirinya dalam bentuk emosi yang bersifat infrarasional, sedangkan dari 
aspek sosialitasnya manusia pribadi itu senantiasa hidup dalam masyarakat atau 
persekutuan manusia. Sebagai akibatnya sering menimbulkan kerja sama dan konflik 
akibat dari adanya saling menilai baik sebagai individu (nilai primer) maupun 
masyarakat (sekunder).43 
Dihadapan hukum, manusia harus dimanusiakan artinya dalam penegakan 
hukum manusia harus dihormati sebagai pribadi dan sekaligus sebagai makhluk 
sosial.44 Manusia menurut kodratnya adalah baik,namun kondisi sosial yang 
kadangkala memaksa manusia berbuat jahat justru untuk mempertahankan kodratnya 
itu. Sebagai contoh seorang mencuri hak orang lain dalam rangka mempertahankan 
hidupnya, meskipun sadar bahwa mencuri dilarang oleh hukum positif. menurut 
pertimbangannya, dari pada mati kelaparan lebih baik bertahan hidup dengan barang 
                                                             
43 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum (Cet. I; 
Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 115-118.        
44 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1992), h. 115-116. 
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curian, dan hidup adalah hak asasi yang wajib dipertahankan. Oleh karena itu, 
manusia yang diancam sanksi dalam kerangka penegakan hukum positif yang telah 
dilanggarnya tetap diperlakukana sebagai manusia, yang wajib dihormati hak-hak 
asasinya.45 Manusia memang mempunyai kodrat bebas atau merdeka, karena ia 
memiliki hak-hak individual. Namun dalam pelaksanaanya hak-hak tersebut 
berbenturan dengan hak-hak orang lain dan tidak boleh membahayakan orang lain. 
Kebebasan adalah hak milik setiap manusia sejak lahirnya. Tidak ada satupun hukum 
buatan manusia yang dapat merampas hak tersebut, sebab hak kebebasan itu 
diperoleh dari hukum alam.46 
Dalam menjalankan profesinya, para profesional dituntut untuk menjalankan 
dua keharusan yaitu keharusan untuk menjalankan profesinya secara bertanggung 
jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan dampak pekerjaannya kepada orang 
lain, serta keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain, artinya keadilan 
menuntut kita untuk senantiasa kita berikan kepada yang berhak. 
Seorang hakim  dalam dalam bertindak harus memperhatikan sesuai yang 
ditentukan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan azas-azas 
peradilan, tidak menunjukan sikap memihak atau antipati kepada pihak yang 
berperkara dan tidak boleh bersikap diskrimimanatif karena perbedaan agama, 
kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan 
sosialnya. Semua warga negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. 
 
                                                             
45 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1992), h. 116. 
46 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1992), h. 118-119. 
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b. Keadilan 
Menurut Thomas Aquinas, yang menjadi ciri khas keadilan di antara 
kebajikan-kebajikan lainnya adalah mengatur manusia dalam hubungannya dengan 
sesamanya. Keadilan mengandung keseimbangan ekualitas tertentu sesuai dengan 
sebutan yang tertera, yang secara umum dikatakan bahwa sesuatu adalah cocok 
dengan yang lain jika keduanya sebanding.47 Keadilan sebagai salah satu bentuk 
kebajikan yang menuntun manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Dalam 
pengertian ini Segala hal yang bertentangan dengan hak dianggap tidak adil. Dan 
seseorang disebut adil bila ia mengenali dan mengakui yang lain sebagai yang benar-
benar berbeda dari dirinya sendiri.48 Oleh karena itu seorang hakim disebut adil 
dalam keputusannya apabila memberi sanksi hukuman pada pelanggar hukum, atau 
membantu seseorang untuk memperoleh apa yang menjadi haknya, melalui segala 
keputusan yang dibuatnya. 
Ada dua jenis tuntutan keadilan yaitu mentaatinya secara hukum dan secara 
moral. Secara hukum seorang pejabat telah disumpah untuk menjadi pengayom bagi 
setiap warga Negara, termasuk bawahannya sendiri, maka secara moral tidak dapat 
dibenarkan bila lari dari tanggung jawab setelah perbuatannya ternyata merugikan 
atau mendatangkan penderitaan bagi bawahannya. Keadilan dapat juga dalam bentuk 
kewajiban yang harus dibayarkan kepada orang lain. Seperti sanksi pidana terhadap 
pelaku kejahatan berfungsi untuk memulihkan pelanggaran pidana yang telah 
                                                             
47 E. Sumaryono, Etika Hukum (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 181. 
48 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1992), h. 122. 
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dilakukannya. Sanksi pidana berfungsi untuk memulihkan keadilan yang telah 
dirusak oleh pelaku kejahatan.49 
Ada tiga bentuk dasar keadilan yaitu : 
Pertama, keadilan tukar secara timbal balik (iustitia commutative), yaitu 
keadilan yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain sebagai 
partner. Kedua, keadilan pelayanan atau distributive (iustutia distributive), yaitu 
keadilan yang menertibkan hubungan di antara masyarakat atau negara dengan 
individu sebagai warga masyarakat atau negara. Ketiga, keadilan legal atau keadilan 
umum (iustitia legalis, iustitia generalis), yaitu keadilan yang menertibkan hubungan 
antara individu terhadap masyarakat atau negara.50 
c. Kejujuran 
Kejujuran ialah hal yang berhubungan dengan pengertian tentang kebenaran 
terutama berkaitan dengan bidang hukum dan moral. Kejujuran sendiri merupakan 
kebajikan yang mengatur semua kehendak yang jujur dan terdapat dalam pergaulan 
masyarakat, terutama dalam hubungan antar individu. Sehingga Setiap penegak 
hukum perlu kejujuran dalam menegakkan hukum, dalam melayani pencari hukum 
dan keadilan, serta diharapkan menjauhi perbuatan-perbuatan yang curang dalam 
pengurusan perkara. Kejujuran berkaitan erat dengan kebenaran, keadilan, kepatutan 
yang semuanya itu menyatakan sikap bersih dan ketulusan pribadi seseorang yang 
sadar akan pengendalian diri terhadap apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. 
                                                             
49 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1992), h. 123-124. 
50 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1992), h. 125. 
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Kejujuran adalah kendali untuk berbuat menurut apa adanya sesuai dengan 
kebenaran akal (ratio) dan kebenaran hati nurani. 
d. Kepatutan 
Kepatutan (equity) merupakan satu term yang tidak dapat dipisahkan dengan 
term keadilan Kepatutan (equity). Kepatutan dilakukan secara praktis. Biasanya 
berupa nilai atau penilaian atas berbagai macam kasus tertentu yang bukan 
merupakan pokok bahasan putusan hakim yang didasarkan atas keberadaan suatu 
hukum tertentu. Segala bentuk hukum pada dasarnya merupakan generalisasi 
universal, yang keberlakuannya tidak mengenal perkara, kasus istimewa, barulah 
menenguk makna "equity" atau apa yang patut atau layak. 
Keadilan pada dasarnya merupakan kebajikan yang diwujudkan dalam sikap 
objektif, apa adanya dan umum. Sikap ini yang mengatur hubungan yang hakiki di 
dalam masyarakat. Jika keadilan dipahami seperti ini, maka makna keadilan akan 
sangat abstrak dan kurang mengenai situasi dan keadilan manusia secara individual. 
Yang diperlukan manusia adalah koreksi dan perhatian khusus bagi dirinya, sesuai 
dengan kualitas, situasi serta keberadaannya sendiri. Dalam hal ini pula orang 
memerlukan kepatutan, sebab kepatutan memperhatikan dan memperhitungkan 
situasi dan keadilan manusia sebagai individual. Jadi kepatutan akan menyingkirkan 
kekerasan dan kekejaman hukum terutama dalam situasi dan kondisi khusus.51 Dan 
kepatutan sendiri menempatkan apa yang patut atau apa yang layak, dalam hukum 
bukan saja keadilan menurut hukum, melainkan juga adil secara moral. Karena 
putusan hakim akan patut apabila  menunjukkan perbuatan yang patut dibuat, dan 
tidak mengandung cacat bagi putusan pengadilan. 
                                                             
51 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum (Cet. I; 
Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 131-132 
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BAB III 
KODE ETIK PROFESI HAKIM DALAM ISLAM 
A. Pengertian Etika Islam 
Pemahaman terhadap eksistensi kode etik profesi hakim dalam wacana 
pemikiran hukum Islam adalah sistem etika Islam yang akan menjadi landasan 
berfikir untuk melihat nilai-nilai yang ada dalam kode etik profesi hakim. 
Etika islam ialah tingkah laku manusia yang diwujudkan dalam bentuk 
perbuatan, ucapan dan pikiran yang sifatnya membangun, tidak merusak lingkungan 
dan tidak pula merusak tatanan sosial budaya dan tidak pula bertentangan dengan 
ajaran agama Islam, namun berlandaskan al-Quran dan Hadis.1 
Sementara Suhrawardi K. Lubis menyatakan, bahwa dalam bahasa agama 
Islam, istilah etika merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari 
akhlak, karena akhlak bukanlah sekadar menyangkut perilaku manusia yang bersifat 
perbuatan yang lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu 
meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariah.2 
Sedangkan menurut DR. H. Hamzah Ya’kub dalam bukunya Etika Islam, 
merumuskan sebagai berikut: Etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan 
mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat 
diketahui oleh akal pikiran.3 
Lebih lanjut, menurut Endang Syaifuddin Anshari etika sama dengan akhlak 
secara etimologis. Akhlak berarti perbuatan dan ada sangkut pautnya dengan kata-
kata Khalik (Pencipta) dan Makhluk (Yang diciptakan). Akan tetapi, ditemukan juga 
                                                             
1  M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 319. 
2 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008), h. 7-8. 
3 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 2. 
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pengertian akhlak berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab akhlaq. Kata 
mufradnya adalah “khulqu” yang berarti: 
1. Sajiyyah : perangai; 
2. Muru’ah : budi; 
3. Tabiat : tabiat; 
4. Adab : adab/kesopanan; 
Etika dapat dipahami sebagai pernyataan (atau ungkapan) rasional dari: 
1. Esensi dan dasar perbuatan; 
2. Keputusan yang benar; 
3. Prinsip-prinsip yang mendasari klaim bahwa hal tersebut secara moral adalah 
terpuji atau tercela.4 
Kedudukan etika Islam dalam kehidupan manusia menempati tempat penting 
baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Apabila etika seseorang 
itu baik ia akan sejahtera lahir batin. Akan tetapi bila etika seseorang buruk, buruklah 
lahir batinnya.5 
Dari pengertian di atas etika dan akhlak kalau dipahami adalah merupakan 
dua kata yang mempunyai kesamaan dan juga perbedaan, persamaanya adalah pada 
obyek yakni sama-sama membahas tentang baik dan buruk tingkah laku manusia 
sedangkan perbedaanya adalah pada parameternya yaitu etika terhadap akal, dan 
akhlak terhadap agama (al-Qur'an dan Hadis). 
Dengan demikian etika mempunyai peranan penting karena lebih 
menekankan pada bentuk bathiniyah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum 
(syari'ah) yang berbentuk batiniyah. Lebih jauh lagi merupakan aspek penting bagi 
                                                             
4 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 27-28. 
5 M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 320. 
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penegak hukum, khususnya profesi hakim. Karena moralitas atau etika sebagai 
dorongan terhadap keadaan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesinya.  
B. Landasan Etika Profesi Dalam Islam 
Etika Islam biasanya sering disebut sebagai dasar kesusilaan. Kesusilaan 
berarti bimbingan terhadap manusia agar hidup sopan sesuai dengan norma dan 
ajaran agama.kesusilaan dalam Islam ialah suatu cara hidup meliputi keseluruhan, 
tidak hanya menentukan kepercayaan, tetapi juga peraturan adat kebiasaan sosial, 
faktor dasar perbuatan manusia. Dasar etika Islam bersifat membimbing, memandu, 
mengarahkan, membiasakan masyarakat, hidup yang sesuai dengan norma sopan 
santun yang berlaku dalam masyarakat. Etika Islam menggambarkan keadaan orang 
berpedoman untuk membimbing manusia agar berjalan dengan baik berdasarkan 
pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan mengacu kepada sesuatu 
yang dipandang baik oleh masyarakat.6 
Islam menyatakan bahwa amal baik seseorang akan diterima, artinya diganjar 
dengan pahala bilamana orang tersebut beragama Islam.7 
Allah berfirman dalam QS Ali Imran/3: 85. 
نَمَو  َرۡيَغ َِغتَۡبي ِم
ََٰلۡس ِۡلۡٱ  َو ُهۡنِم َلَبُۡقي َنلَف اٗنيِد َوُه ِف ي أۡلٱ ِةَرِخ  َنِمٱ َنيِرِس ََٰخۡل 
Terjemahnya: 
“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah 
akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang 
yang rugi.”8 
Mengenai perbuatan itu sendiri, dijelaskan bahwa setiap apa yang dikerjakan 
oleh seseorang, sekecil apapun, pada waktu kapanpun, dan di tempat mana pun, akan 
memperoleh balasan, sebagaimana:9 
                                                             
6 M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 320-321. 
7 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 37. 
8 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 61. 
42 
 
Allah berfirman dalam QS Al-Zalzalah/99: 7-8. 
نََمف  ُهَرَي اٗرۡيَخ ٍة ََّرذ َلَاقۡثِم ۡلَمَۡعيۥ ٧   ۡلَمَۡعي نَمَو  ُهَرَي ا ٗ رَش ٖة ََّرذ َلَاقۡثِمۥ ٨  
Terjemahnya: 
“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 
dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”10 
Dasar-dasar etika Islam lebih mengacu kepada suatu nilai atau sistem hidup 
yang dilaksanakan dan diberlakukan dalam masyarakat. Dasar etika Islam lebih 
merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya untuk menentukan 
baik dan buruknya hal yang dikerjakan manusia. Dasar etika Islam merupakan suatu 
cara hidup yang meliputi keseluruhan, tidak hanya menetukan kepercayaan, tetapi 
juga peraturan dan adat kebiasaan, yang merupakan faktor dasar perbuatan manusia. 
Faktor-faktor dasar perbuatan manusia tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Insting yaitu unsur jiwa yang pertama membentuk kepribadian manusia dan 
harus dapat disalurkan dalam bentuk menolak dan menerima. 
2. Adat kebiasaan yaitu semua perbuatan baik bagi perseorangan, kelompok, 
masyarakat maupun daerah yang dilakukan secara terus-menrus atau turun-
temurun, menjadi undang-undang tidak tertulis. Masyarakatnya mempunyai 
kecenderungan hati terhadapnya, menerima kecenderungan tersebut dengan 
disertai perbuatan. 
3. Warisan atau keturunan. Setiap anak mewarisi asas dari orang tuanya, yaitu sifat 
rohaniah dan jasmaniah. 
4. Lingkungan, meliputi keluarga, masyarakat dan alam sekitarnya. Artinya suatu 
yang hidup meliputi pergaulan sehari-hari di rumahnya sendiri, di sekolah, di 
                                                                                                                                                                            
9 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 38. 
10 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 599. 
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pasar, di alam terbuka dan apa yang mengelilinginya, yaitu berupa udara, lautan, 
dan daratan.11 
C. Sistem Etika Islam Dalam Penegakan Hukum 
Secara etimologis, hakam dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk 
(berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Proses penunjukan 
hakam dalam kajian fikih Islam disebut takhim. Dalam pengertian bahasa Arab, 
takhim berasal dari kata kerja hakkama-yuhakkimu-tahkiman; berarti menjadi 
penengah bagi suatu sengketa. Sementara itu menurut pengertian terminologis fikih, 
takhim diartikan sebagai dua orang atau lebih men-takhim-kan kepada seseoarang di 
antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara atas 
sengketa mereka itu.12 
Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 58. 
 َِّنإ َ َّللّٱ  ْاوُّدَُؤت َنأ ۡمُكُرُمَۡأي ِت ََٰن َََٰمۡلٱ  َۡهأ أ ََٰىلِإ َهِل َِذإَو اُمتۡمَكَح ا  َنَۡيب ِساَّنلٱ  ُكَۡحت َنأ ِب ْاوُم  ِلۡدَعۡلٱ 
 َِّنإ َ َّللّٱ  ِِهب مُكُظَِعي ا َّمِِعن ۦأ  َِّنإ َ َّللّٱ يِمَس َناَك َب ا ََۢعاٗريِص 
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.13 
Disebutkan oleh Abu Ali Al-Karabisy, seorang sahabat Asy-Syafi’y dalam 
kitab Adabul Qadla, beliau tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama 
tentang siapa yang berhak menjadi hakim, yaitu: orang-orang yang utama, orang-
orang yang benar, ‘adildan wara’, mengetahui Kitabullah; mengetahui sebagian besar 
                                                             
11 M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 323.. 
12 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008), h. 154. 
13 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 87. 
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hukam Allah, mengetahui sunnah Rasulullah dan menghafal sebagian besarnya. 
Demikian pula mengetahui pendapat-pendapat sahabat, mengetahui masalah-masalah 
yang disepakati, dan yang diperselisihkan, mengetahui pendapat Fuqaha tabi’ien, 
mengetahui mana yang shahih, mana hadis yang dhaif. Dan hendaklah dia mencari 
hukumyang diperlukan itu dalam Kitabullah, kemudian dalam As-Sunnah, kemudian 
dia amalkan apa yang disepakati oleh para sahabat. Jika para sahabat berbeda 
pendapat, diamalkan apa yang lebih dekat kepada penetapan Al-Quran, kemudian 
yang lebih dekat kepada As-Sunnah, kemudian yang lebih dekat kepada fatwa 
sahabat-sahabat besar. Dan hendaklah hakim banyak bermuzakarah dan 
bermusyawarah dengan ahli ilmu, memelihara muru’ah, menguasai bahasa orang 
yang berperkara. 
Al-Karabisy berkata pula: walaupun kita mengetahui bahwa orang yang 
seperti ini sukar dicari, namun kita wajib mencari orang yang sempurna dalam setiap 
masa dan tempat. Menurut Al-Muhallab, tidak dapat kita sendiri yang menilai bahwa 
kita sudah cukup pandai untuk menjadi hakim. Tentang kepandaian kita harus orang 
lain yang menilainya. Golongan Syafi’ih dan Hanafiah, tidak mensahkan budak 
belian menjadi hakim. Hadis-hadis dengan terang menerangkan, bahwa para wanita, 
anak kecil, orang yang tidak mempunyai keahlian tidak boleh menjadi hakim dan 
orang yang tidak mampu menjalankan tugas hakim, tidak boleh diangkat menjadi 
hakim.14 
Etika Islam sebagai  landasan yang harus dijunjung oleh seorang profesi 
dalam hal ini seorang hakim (Qadi) dalam menjalankan profesinya adalah memberi 
keputusan ( Judgement ) bukan menghadiahkan keadilan dan keputusan yang 
                                                             
14 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9 (Cet. III; 
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 476. 
45 
 
diberikan harus berdasarkan hukum. Hal ini dalam konsep Islam, profesi hakim harus 
benar-benar menegakkan etika, dan bagaimana etika yang harus ditegakkan dalam 
menjalani profesi dalam Islam, atau yang disebut etika profesi dalam Islam. 
Konsep profesi dalam Islam tersebut adalah: 
1. Meletakkan kerja sebagai sebuah amal shaleh yang dilakukan dalam kontek dan 
tahapan yang runtut atas iman, ilmu, dan amal. Disini kerja terorientasi kepada 
dua pandangan: aktifitas yang bernilai ibadah dan sebuah aktifitas untuk 
memperoleh keuntungan financial. 
2. Menunuaikan kerja sebagai suatu penunaian amanah yang harus dilakukan 
secara professional. 
3. Melakukan kerja dengan wawasan masa depan dan wawasan ukhrawi artinya 
dalam melakukan kerja, seseorang harus mengingat kepentingan akan hari 
depannya. 
Dari uraian di atas etika profesi dalam Islam adalah merupakan aktivitas yang 
bukan hanya bersifat duniawi, melainkan juga sangat ukhrawi. Artinya Islam 
melibatkan aspek transendental dalam beribadah, sehingga bekerja tidak hanya bisa 
dilihat sebagai prilaku ekonomi tetapi juga ibadah, sehingga profesi hakim yang 
dijalani adalah suatu profesi yang profesi yang harus dipertanggung jawabkan di 
akhirat. 
D. Prinsip-prinsip Peradilan dalam Nilai Etika Islam 
Kedudukan (pangkat) hakim adalah satu kedudukan yang mulia dan tinggi, 
oleh karenanya hakim hendaklah mempunyai budi pekerti yang sebaik-baiknya. D 
iantaranya budi-budi yang baik itu: 
1. Hendaklah ia berkantor di tengah-tengah negeri, di tempat yang diketahui oleh 
segenap lapisan rakyat di wilayahnya. 
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2. Hendaklah ia samakan antara orang-orang yang perkara, baik tempatnya, atau 
cara berbicara terhadap mereka, maupun perkataan (manis dan tidaknya). 
Pendek kata hendaklah disamakan dalam segala cara kehormatan. Persamaan ini 
sebagian ulama mengatakan wajib sebagaimana yang ditasbihkan dalam mazhab 
Syafi’i. 
3. Hendaklah ia jangan memutuskan suatu hukum selama dia dalam keadaan 
seperti tersebut di bawah ini: 
a. Sewaktu sedang marah. 
b. Sedang sangat lapar atau haus. 
c. Sewaktu sangat sudah atau sangat gembira. 
d. Sewaktu sakit.15 
Dalam lintasan sejarah peradailan Islam, Umar Bin Khattab mengatakan ada 
sepuluh macam prinsip peradilan yang harus dijadikan pedoman pelaksanaan 
peradilan, prinsip tersebut dinamakan Risalatul Qada Umar, prinsip tersebut adalah : 
1. Selanjutnya. Sesungguhnya peradilan itu adalah suat kewajiban yang ditetapkan 
oleh Allah SWT dan Sunnah Rasulullah yang wajib diikuti. Maka pahamilah 
benar-benar jika ada sesuatu perkara yang dikemukakan kepadanya dengan suatu 
alasan dan laksanakanlah jika jelas kebenarannya, karena tidaklah berguna 
pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya/dilaksanakan. 
2. Persamakanlah kedudukan manuia itu dalam pandanganmu, majlismu dan 
keputusanmu, sehingga orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu, 
sebaliknya orang memiliki kedudukan tinggi tidak dapat menarikmu kepada 
kecurangan. 
                                                             
15 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Cet. XXVII; Jakarta: Attahiriyah, 1976), h .459. 
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3. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang 
mengakui dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang menolak. 
4. Perdamaian dibolehkan antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan 
muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau 
mengharamkan sesuatu yang halal. 
5. Kamu diperbolehkan untuk meninjau kembali suatu keputusan yang ditetapkan 
kemarin, lalu engkau mendapat petunjuk untuk kembali kepada kebenaran. 
Karena kebenaran itu abadi dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik 
daripada terus-menerus dalam kesesatan. 
6. Kemudian pahamilah secara sungguh-sungguh dan mendalam terhadap 
persoalan yang diajukan kepadamu tentang perkara-perkara yang belum 
diketahui ketetapannya yang terdapat dalam al-Qur’an atau Sunnah. Telitilah 
keserupaan dan kesamaannya, kemudian analogikan perkara-perkara itu. 
7. Berikanlah tempo bagi orang yang mengaku berhak atas sesuatu untuk 
mengajukan bukti selengkap-lengkapnya, jika ia mampu mengajukan bukti-
buktinya maka berikanlah haknya. Tetapi jika ia tidak mampu membuktikannya 
maka selesaikanlah persoalannya. Maka yang demikian itu dapat lebih 
memperjelas yang samar dan lebih mantapnya alasan-alasannya. 
8. Kaum muslimin itu adalah orang-orang yang berlaku adil terhadap sesamanya, 
kecuali orang yang pernah dikenai hukuman dera, pernah bersaksi palsu atau 
mereka yang memiliki hubungan janji setia atau hubungan nasab yang dekat. 
Sesungguhnya Allah SWT yang menguasai rahasia hati hamba-hamba-Nya dan 
menjauhkanmu dari saksi-saksi hukum berdasarkan bukti. 
9. Jauhilah sifat mengacau, membosankan, menyakiti hati manusia dan jauhilah 
berbuat curang saat persengketaan yang berada di tempat hak yang sudah pasti 
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akan mendapat pahala dari Allah SWT dan juga merupakan waktu yang baik. 
Barangsiapa yang ikhlas niatnya untuk menegakkan yang hak sekalipun terhadap 
dirinya sendiri, Allah SWT akan mencukupkan antara dirinya dan antara 
manusia. Dan barangsiapa yang berhias (menutup-nutupi) diri padahal Allah 
tahu yang sebenarnya, maka Allah SWT akan memberikan aib kepadanya. Maka 
tidak ada lagi yang bisa diharapkan memberikan pahala, selain Allah SWT, 
dengan keluasan rizqi dan pembendaharaan kasih-sayang-Nya. Semoga 
keselamatan menyertainya.16 
Disamping prinsip-prinsip diatas, paradigma etika profesi dalam perspektif al-
Qur'an tentang profesi yang dilandasi aksioma-aksioma yang menjadi bahan analisis 
untuk menkaji kode etik profesi hakim. Aksioma nilai tersebut ialah: 
1. Keadilan 
Kata al-‘Adl di dalam bahasa Arab adalah bermakna al-Tawazum atau 
keseimbangan dan sifat lurus. Menurut Ibnu Manzur rh. Al-‘Adlu adalah sifat yang 
tersimpan di dalam diri untuk berbuat lurus, dan sifat ini juga merupakan antonim 
dari sifat dosa dan penyimpangan. Sedangkan menurut al-Jurjani, al-‘Adlu adalah 
keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan atau kecenderungan kepada 
kebenaran. Di dalam aspek bahasa, kata al-‘Adlu memiliki sinonim yaitu kata al-
Qisthu dan al-Istiqamah. Di dalam al-Qur’an pun kesemua kata ini disebutkan 
dengan makna yang sama, khususnya kata al-‘Adlu dan al-Qistu.17 
Adil berhubungan dengan perseorangan, adil berhubungan dengan 
kemasyarakatan dan adil berhubungan dengan pemerintah. Adil perseorangan ialah 
                                                             
16 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam (Cet. III; Jakarta: 
Bulan Bintang, 1970), h. 27-30. 
17 Muhammad Kurdi, Kemandirian Hakim Perspektif Hukum Islam (Gowa: Alauddin 
University Press, 2012), h. 95. 
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tindakan memberi hak kepada yang mempunyai hak. Bila seseorang mengambil 
haknya dengan cara yang benar atau memberikan hak orang lain tanpa mengurangi 
haknya, itulah yang dinamakan tindakan adil. Adil yang berhubungan dengan 
kemasyarakatan dan adil yang berhubungan dengan pemerintahan misalnya tindakan 
hakim menghukum orang-orang yang jahat atau orang-orang yang bersengketa 
sepanjang neraca keadilan.18 
Allah berfirman dalam QS al-Maidah/5: 8. 
اَهَُّيأأ ََٰي  َنيِذَّلٱ  َهُش ِ َِّللّ َنيِم ََّٰوَق ْاُونوُك ْاُونَماَء أَاد ِب َء ۡلٱ  ِطۡسِق  َلَو َنَش ۡمُكَّنَمِرَۡجي   ََّلأ أ ََٰىلَع ٍمۡوَق ُنا
  ْاُولِدَۡعت ْاُولِدۡعٱ  َّتلِل ُبَرَۡقأ َُوه َو  َٰىَوۡق ْاُوقَّتٱ   َ َّللّٱ  َِّنإٱ َ َّللّ  َُۢرِيبَخ َنُولَمَۡعت اَِمب  
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.”19 
Dengan demikian dalam syariat Islam semua orang dipandang sama, dengan 
tidak ada kelebihan antara mereka satu sama lain. Baik karena keturunan, atau 
kekayaan atau pangkat atau bangsa. Tidak ada penguasa yang dapat dilindungi oleh 
kekuasaannya apabila ia memperbuat kezaliman, melainkan kesemuanya 
berkedudukan sama di muka Tuhan.20 
2. Kebenaran 
Kebenaran ialah jalan pada kebaikan, kebaikan ialah jalan menuju surga. 
Orang-orang berkata benar disebut as-siddiq, orang yang berkata dusta disebut al-
kadzab. Kebohongan ialah suatu jalan dosa, yaitu jalan menuju neraka. 
                                                             
18 M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 113. 
19 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 108. 
20 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 
1970. 
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Sesungguhnya orang yang berbohong di sisi Allah ditetapkan sebagai seorang 
pembohong. Dalam pribahasa sering disebutkan berani karena benar, takut karena 
salah. Etika baik menimbulkan ketenangan batin, yang dari situ dapat melahirkan 
kebenaran. Benar ialah memberitahukan (menyatakan) yang sesuai dengan apa-apa 
yang terjadi, artinya sesuai dengan kenyataan.21 
Allah berfirman dalam QS Al-Hajj/22: 77. 
اَهَُّيأأ ََٰي  َنيِذَّلٱ  ْاُونَماَء ْاُوعَكۡرٱ  َو 
 ْاُودُجۡسٱ  َو ُُدبۡعٱ ْاو  َر ۡمُكَّب َو  ْاُولَعۡفٱ  َرۡيَخۡلٱ  ۡمُكَّلََعل ُ ت َنوُحِلۡف 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, ruku´lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah 
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”22 
Dengan aksioma-aksioma kebenaran ini maka etika profesi hakim dalam 
Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya 
penyalahgunaan profesi hakim. 
3. Kehendak Bebas 
Kebebasan tidak dalam keadaan diam, tetapi seseorang dapat melakukan apa 
saja yang diinginkan selama masih dalam norma-norma atau peraturan-peraturan 
yang telah ada dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. 
Kebebasan etika mengajarkan suatu perbuatan yang bertanggung jawab dan 
memerhatikan norma-norma yang berlaku. Kebebasan etika berarti perbuatan 
seseorang untuk melakukan apa saja yang dikehendaki, selagi ia bisa 
mempertanggungjawabkan dan tidak melanggar norma-norma yang ada.23 
Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini etika profesi dalam Islam 
mempunyai kehendak bebas dalam menjalani profesinya baik dari perjanjian yang 
                                                             
21 M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 112. 
22 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 341. 
23 M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 134-135. 
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dibuatnya, apakah akan ditepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya 
terhadap Tuhannya maka ia akan menepati janji atau sumpah dalam melaksanakan 
profesinya. 
Allah berfirman dalam QS Al-Ma’idah/5: 1. 
 أ ََٰياَهَُّيأ  َنيِذَّلٱ  ِب ْاُوفَۡوأ ْا أُونَماَء  ِدُوُقعۡلٱ  ۡتَّلُِحأ َل  َِهب مُك ُةَمي َۡنۡلٱ ِم ََٰع  ََٰىلُۡتي اَم َِّلإ يِ لِحُم َرۡيَغ ۡمُكَۡيلَع 
 ِدۡي َّصلٱ  َِّنإ   مُرُح ُۡمتَنأَو َ َّللّٱ  ُديُِري اَم ُمُكۡحَي 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.”24 
Ayat di atas menjelaskan bahwa kebebasan manusia dalam membuat janji itu 
harus dipenuhi baik yang dibuat sendiri ataupun dengan masyarakat. Dalam masalah 
etika profesi yaitu dengan adanya kode etik profesi atau sumpah jabatannya yang 
harus dilaksanakan. Dengan demikian manusia memiliki kebebasan karena 
kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri yang 
disebut  kebebasan eksistensial dari unsur rohani manusia (penguasaan manusia 
terhadap batinya). Dan kebebasan dari unsur-unsur yang diakibatkan dari orang lain 
adalah kebebasan sosial. 
Dari uraian di atas prinsip kebebasan dalam etika profesi Islam mutlak untuk 
dikembangkan dan dijamin pelaksanaanya sehingga akan terjaminnya keutuhan 
dalam masyarakat yang pluralistik, dan harus sesuai dengan kaidah umum hukum 
Islam yaitu melaksanakan yang benar dan menghapus ataupun menghindari yang 
salah. 
 
                                                             
24 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 106. 
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4. Pertanggungjawaban 
Manusia hidup sebagai makhluk sosial tidak bisa bebas berbuat apa saja, 
tetapi harus bertanggung jawab. Persoalan tanggung jawab:25 
Allah berfirman dalam QS Al-Qiyamah/75: 36. 
 ُبَسۡحََيأ  ُن ََٰسن ِۡلۡٱ ًىدُس َكَرُۡتي َنأ 
Terjemahnya: 
“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa 
pertanggung jawaban).”26 
Allah menciptakan manusia mempunyai tujuan yaitu sebagai khalifah di 
muka bumi ini. Manusia dan jin harus beribadah kepada Allah.27 
Allah berfirman dalam QS Al-Dzariyat/51: 56. 
اَمَو  ُتَۡقلَخ َّنِجۡلٱ  َو َسن ِۡلۡٱ  ِنُوُدبَۡعيِل َِّلإ 
Terjemahnya: 
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku.”28 
Setiap manusia akan dimintakan pertanggungjawabannya di dunia dan di 
akhirat.29 
Allah berfirman dalam QS Al-Qalam/68: 40. 
 ۡمُهۡلَس   ميِعَز َكِل
ََٰذِب مُهَُّيأ 
Terjemahnya: 
“Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung 
jawab terhadap keputusan yang diambil itu?”30 
                                                             
25 M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 296. 
26 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 578. 
27 M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 296. 
28 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 523. 
29 M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 296. 
30 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 565. 
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Pertanggungjawaban manusia bertujuan kepada segala perbuatan, tindakan, 
sikap hidup sebagai pribadi, anggota keluarga, rumah tangga, masyarakat, dan 
negara. Manusia memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama manusia, 
meliputi semua aspek kehidupan. Tanggung jawab adalah mempertahankan keadilan 
dan kemakmuran. Ibnu Kholdun berpendapat bahwa selalu ada hubungan timbal 
balik antara hak dan tanggung jawab. Pandangan yang disebut teori korelasi itu 
terutama dianut oleh pengikut utilitarisme. Menurut mereka, setiap hak dan 
kewajiban seseorang berkaitan dengan tanggung jawab orang lain, setiap hak dan 
kewajiban orang lain berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk 
memenuhinya. Mereka berpendapat bahwa manusia baru dapat berbicara tentang hak 
dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasinya. Hak yang tidak ada kewajiban tidak 
perlu ada tanggung jawab dan tidak pantas disebut hak. Sebaliknya tidak adanya 
kewajiban pada seseorang tidak perlu ada tanggung jawab.31 
                                                             
31 M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 297-297. 
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BAB IV 
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KODE ETIK PROFESI 
HAKIM 
A. Peranan Etika dalam Menekan Penyalahgunaan dan Wewenang Profesi 
Hakim 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam landasan teori, etika adalah gambaran 
umum rasional mengenai hakikat, dasar perbuatan dan keputusan secara moral 
diperintahkan dan dilarang, serta membedakan mana yang baik dan mana yang 
buruk. Pada pembahasan ini menunjukkan dimensi etika pertanggungjawaban hakim 
terhadap manusia mempunyai pengertian untuk apa dan kenapa manusia harus 
mempertanggungjawabkan amal perbuatannya sebagai bagian yang tidak dapat 
terpisahkan dari amal perbuatan. Untuk apa hakim harus ada tanggung jawab 
terhadap hukum dan masyarakat? 
Pertama perlu di pahami tentang konsep manusia dan kebebasan untuk 
memahami kehendak bebas manusia. Kebebasan etika mengajarkan suatu perbuatan 
yang bertanggung jawab dan memerhatikan norma-norma yang berlaku. Kebebasan 
etika berarti perbuatan seseorang untuk melakukan apa saja yang dikehendaki, selagi 
ia bisa mempertanggung jawabkan dan tidak melanggar norma-norma yang ada.1 
Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan 
orang, tapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil 
yaitu keluarga sampai pada kelompok yang besar yaitu suatu bangsa ata negara. 
Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan mempunyai tata nilai 
untuk mengatur kehidupan bersama.2 
                                                             
1 M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 135. 
2 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 121. 
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Etika dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan, belakangan 
ini terlihat adanya gejala penurunan etika dikalangan aparat penegak hukum, yang 
mana hal ini akan merugikan bagi pembangunan masyarakat Indonesia.3 
Dalam konsepsi Islam manusia diposisikan sebagai makhluk  Theomorfi yaitu 
makhluk dengan potensi yang dimiliki serta berbuat menyerupai sifat-sifat Tuhan. 
Kegiatan moral, spiritual, dan keduniaan manusia harus diintegrasikan untuk 
direfleksikan secara bersama dengan kebebasannya. Kebebasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, artinya kebebasan mutlak yang ada batasan terhadap dirinya 
dan orang lain. 
Allah berfirman dalam QS At-Tin/95: 4-6. 
 َانَۡقلَخ ۡدََقل َن ََٰسن ِۡلۡٱ  ٖميِوَۡقت ِنَسَۡحأ ِٓيف٤   ُمث  َأ ُه ََٰنَۡددَر َنيِلِف ََٰس ََلفۡس٥    ِلَّإ َنيِذ لٱ  َء ْاُولِمَعَو ْاُونَما ََٰحِل َٰ صلٱ ِت 
 ٖنُونۡمَم ُرۡيَغ ٌرَۡجأ ۡمُهََلف٦  
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya 
(neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; 
maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya”.4 
Ungkapan di atas menunjukkan bahwa amal manusia harus dipertanggung 
jawabkan dibawah hukum, manusia, masyarakat dan Tuhan. Manusia adalah 
makhluk yang memiliki sifat tanggungjawab karena ia memiliki untuk memilih 
secara sadar. Sadar melakukan berarti sadar akan konsekuensinya yang ditimbulkan. 
Secara normatif perbuatan manusia telah digariskan dalam al-Qur'an, dalam bahasa 
arab di sebut amal ( لمع ) berikut penjelasan-penjelasannya. Sehingga menunjukkan  
bahwa tidak ada sedikitpun manusia yang lepas dari "penglihatan" Allah. Manusia 
                                                             
3 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 4. 
4 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 597. 
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akan memperoleh akibat dari apa yang diperbuatnya, karena itu tidak dapat 
terpisahkan  dari etika pertanggung jawaban.5 
Dalam kontek profesi hakim, hakim sebagai profesi yang istimewa dan 
terhormat (Offilium Nobille) dalam menjalankan tugasnya, karena berupaya 
merumuskan dan menggali nilai-nilai hukum dengan menyelami perasaan hukum 
dan rasa keadilan di masyarakakat. Dalam Hadis dijelaskan. 
Abdullah ibn Amar r.a menerangkan: 
 :َم لَسَو ِهَْيلَع ُالله ى لَص ِالله ُلُوسَر َلَاق« ِنيِمَي ْنَع ،ٍرُون ْنِم َِربَانَم َىلَع ِالله َدْنِع َنيِطِسْقُمْلا  نِإ
 ِهيِلَْهأَو ْمِهِمْكُح ِيف َنُولِدْعَي َنيِذ لا ،ٌنيِمَي ِهَْيدَي َاتْلِكَو ،  لَجَو  زَع ِنَمْح  رلااُولَو اَمَو ْم»6 
Artinya: 
“Rasulullah saw, bersabda: Bahwasanya orang-orang yang adil di sisi Allah, 
berada di mimbar-mimbar cahaya di sebelah kanan Allah yang Maha Pemurah. 
Dan kedua-dua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil 
dalam memutuskan perkara dan terhadap keluarga dan terhadap apa yang 
mereka perintah”. (H.R. Ahmad, Muslim dan An-Nasa-y; Al-Muntaqa: 933).7 
Hadis di atas menegaskan bahwa adil merupakan suatu perbuatan yang 
dilandasi etika yang harus di pertanggungjawabkan atas gagasan dan tindakannya 
baik terhadap dirinya, masyarakat dan Tuhan. Bertanggung jawab terhadap dirinya 
berarti memberikan pelayanan hukum berdasarkan integritas moral, intelektual dan 
profesionalisme. Bertanggung jawab terhadap masyarakat berarti dalam wujud 
pemberian putusan-putusan yang mengandung nilai keadilan dan kebenaran. Serta 
                                                             
5 Musa Asy'ari,  Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an (Yogyakarta: LESFI, 
1992), h. 90. 
6 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz 3 (Cet. V; 
Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th) h. 1458. Lihat juga Abu ‘Abdirrahman vin Syu’aib bin ‘Ali 
al-Nasai,  Sunan al-Nasai, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H) h. 395. Lihat juga Abu 
‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, Musnad Imam Ahmad 
bin Hanbal, Juz 11 (Cet. I; t.p: Muassasa al-Risalah, 1421 H) h. 32.  
7 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9 (Cet. III; 
Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2001), h. 468. 
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tanggung jawab terhadap Tuhan adalah tanggung jawab moral atas tindakan sekecil 
apapun (zarrah). Tanggung jawab ini merupakan konsekuensi dari aksioma 
kehendak bebas manusia yang dibatasi konsep tanggung jawab di hadapan Tuhan. 
Kode etik sebagai perwujudan nilai etika yang merupakan pengontrol moral 
dan standar moaral serta kaidah seperangkat hukum formal bagi aparat penegak 
hukum (Legal Aparatus). Sebagaimana yang tertuang dalam kode etik pasal 1-2 
yaitu: merupakan aturan tertulis untuk dijadikan pedoman tingkah laku (Code of 
Conduct) hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk 
mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota 
masyarakat yang harus memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan 
ketaatan kepada hukum.8 
Dalam Islam, kode etik merupakan etika religius yang menggambarkan 
prinsip-prinsip secara moral diperintahkan atau dilarang. Secara spesifiknya dari al-
Qur'an di wujudkan secara sistematis dalam bentuk hukum-hukum moralitas dan 
etika, yang kemudian dikembangkan dari akar konsepsi-konsepsi al-Qur'an tentang 
manusia dan kedudukannya di muka bumi. 
Tujuan dari kode etik sendiri adalah  sebagai alat Pembinaan dan 
pembentukan karakter, Pengawasan tingkah laku dan sebagai sarana kontrol sosial 
serta mencegah campur tangan ekstra yudicial, Sehingga mencegah timbulnya 
kesalah pahaman dan konflik antar sesama anggota, masyarakat dan memberikan 
jaminan peningkatan moralitas Hakim dan kemandirian fungsional serta 
menumbuhkan  kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.9 Tetapi 
terjadinya perbuatan immoral hakim diakibatkan kurangnya pemahaman agama 
                                                             
8 Ikatan Hakim Indonesia, Kode Etik Profesi Hakim, bab I pasal 1 ayat 1-2. 
9 Ikatan Hakim Indonesia, Kode Etik Profesi Hakim, bab I pasal 2 ayat 1-4. 
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maka diperlukan penafsiran-penafsiran terhadap ajaran tersebut sehingga bisa 
memahami fungsi dari etika agama dan hukum atau kode etik, etika sebagai gerak 
jiwa manusia dalam bentuk batin dan hukum melihat sebagai perbuatan yang 
berakibat pada lahir. Hal ini menjadikan hakim faham akan profesinadikan hakim 
faham akan profesintidak terpisahkan dari etika dan merupakan aktivitas  yang 
mempunyai struktur fundamental dan menjadi pemahaman masyarakat. 
Dalam Islam tujuan tersebut terwujud dalam tujuan hukum Islam (syari'ah), 
yang tujuan tersebut dapat dilihat dari sisi manusia (hakim) dan tujuan dari adanya 
hukum atau aturan (kode etik) yang semuanya untuk mewujudkan kemaslahatan. 
Kemaslahatan dalam tujuan kehidupan manusia yaitu mencapai kebahagiaan dan 
mempertahankannya. 
Dengan demikian adanya peraturan tersebut adalah untuk menciptakan 
kemaslahatan dan mencegah akan adanya kerusakan. Sedangkan dari pembuat 
hukum (syari'ah) dapat diketahui melalui penalaran induktif  atas sumber-sumber 
naqli baik al-Qur'an maupun sunnah. Yang dilihat dari sebuah jaminan terhadap 
kepentingan dari profesi hakim yang memiliki kode etik terhadap kepentingan 
umum, khususnya kepentingan manusia atas kebutuhan hidup dari profesi hakim 
sendiri sebagai suatu profesi dalam mewujudkan maqasid al-Syari'ah, yang salah 
satunya mencari nafkah (daruri), pemenuhan kepentingan hukum untuk mewujudkan 
keadilan dan kebenaran (Haziyyi) dan terwujudnya etika moralitas hakim atas adanya 
kode etik (tahsini),dan kemudian  apa yang dinamakan konsep daruri secara umum 
akan terbentuk. Artinya  pelaksanaan kode etik dalam mewujudkan tujuan hukum 
baik hukum positif maupun hukum Islam  terhadap kehormatan diri dan profesi 
hakim (ضرع), gagasan hakim (لقع), etika dan moralitas dalam agama ( ( ني د , 
pemenuhan nafkah hidup sebagai profesi (ل املا) serta jiwa yang diwujudkan dalam 
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tindakan (سفن ). Sehingga apabila hakim dapat melaksanakan etika yang memenuhi 
aturan seperti di atas, maka setidaknya akan menghilangkan image jelek terhadap 
hakim sendiri dan kembali memandang peradilan sebagai benteng penegak keadilan 
dan kebenaran. Adapun terjadinya perilaku hakim yang jauh dari nilai-nilai moralitas 
mengharuskan adanya pemahaman terhadap struktur fundamental peran hakim dan 
eksistensinya yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 
Seorang hakim haruslah memiliki kepribadian yang mandiri, yang tidak 
mudah tergoyahkan bujuk-rayuan harta, tahta dan wanita. Selain itu, hakim juga 
tidak mudah terpancing kemarahannya manakala dia mendapat perlakuan yang 
kurang wajar dari pihak yang berperkara, termasuk dalam hal ini adalah kemandirian 
dari sisi ekonomi. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat hakim yang dikemukakan oleh 
T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, yaitu: 
Para Qadli hendaklah menyesuaikan dirinya dengan adab syara’. Qadli harus 
orang yang memelihara muruah, memelihara diri dari segala yang merendahkan 
derajatnya dan derajat peradilan. 
Sebagian fuqaha tidak membolehkan para qadli berjual beli (berdagang). 
Alangkah baiknya jika sekiranya qadli tidak mengambil inisiatif secara besar-besaran 
dalam urusan berniaga (berdagang) sebagai yang biasa kita dapati dewasa ini. Qadli 
hendaknya jangan menjadi saudagar apalagi saudagar tjatut.10 
Seorang hakim harus memiliki sikap toleransi kepada semua lapisan, 
lingkungan bekerja, baik sewaktu dalam kedinasan maupun di luar kedinasan karena 
hakim dituntut untuk berintergritas dan profesional serta menjunjung tinggi pedoman 
etika dan perilaku hakim. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” 
                                                             
10 Muhammad Kurdi, Kemandirian Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Cet. I, Gowa: 
Alauddin University Press, 2012), h. 193-194. 
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(vluegel vrij) dalam arti tanpa kendali serta tanpa pengarahan yang akan berakibat 
otoriter. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” 
(vluegellam) dalam arti tidak maju, bahkan tidak tegak.11 
Dalam kode kehormatan hakim diatur mengenai sikap hakim yang di bagi ke 
dalam sikap hakim dalam kedinasan dan sikap hakim di luar kedinasan. Dalam 
kedinasan sikap hakim dibagi ke dalam 6 sikap, yaitu (1) Sikap hakim dalam 
persidangan; (2) Sikap hakim terhadap sesame rekan; (3) Sikap hakim terhadap 
bawahan/pegawai; (4) Sikap hakim terhadap atasaan; (5) Sikap hakim 
bawahan/rekan hakim; (6) Sikap hakim keluar atau terhadap instansi lain. Untuk 
sikap hakim di luar kedinasan, terbagi atas 3 macam, yakni (1) Sikap dalam 
masyarakat; (2) Sikap hakim sendiri; (3) Sikap dalam rumah tangga.12 
Hakim sebagai suatu profesi yang cukup tua dan penting dalam rangka 
penegakan hukum dalam masyarakat telah menetapkan kode etik profesi sebagai 
pemandu dalam menjalankan profesi, sekaligus menjaga keluhuran martabat profesi. 
Dalam forum International Judicial Conference di Bangalore, India tahun 2001 telah 
disepakati draf kode etik dan perilaku hakim sedunia yang kemudian disebut The 
Bangalore Draft. Setelah mengalami revisi dan penyempurnaan berkali-kali, draf ini 
akhirnya diterima luas oleh berbagai kalangan hakim di dunia sebagai pedoman 
bersama dengan sebutan resmi The Bangalore Principle of Judicial Conduct. Ada 
enam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia 
sebagaimana tercantum dalam The Bangalore Priciple, yaitu sebagai berikut. 
 
 
                                                             
11 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 224. 
12 Supriadi, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia (Cet. I, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2006), h. 117. 
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1. Independensi (Independence Principle) 
Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan 
prasyarat bagi terwujudnya cita-cita Negara hukum. 
2. Ketidakberpihakan (Impartiality Principle) 
Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim 
sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara 
yang diajukan kepadanya. 
3. Integritas (Integrity Principle) 
Integritas hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan 
keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat 
Negara dalam menjalankan tugas jabatannya. 
4. Kepantasan dan kesopanan (Propriety principle) 
Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan norma 
kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik 
sebagai pribadi maupun sebagai pejabat Negara dalam menjalankan tugas 
profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. 
5. Kesetaraan (Equality Principle) 
Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap 
semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membeda-
bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna 
kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, 
umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan yang serupa. 
6. Kecakapan dan kesamaan (Competence End Diligence Principle) 
Kecakapan dan kesamaan hakim merupakan prasyarat penting dalam 
pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam 
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kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, 
dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Adapun kesamaan merupakan 
sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, 
ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim. 
Jauh sebelum disepakati The Bangalore Principle, di Indonesia terdapat sifat 
yang harus dijunjung tinggin oleh hakim, tercantum dalam kode kehormatan hakim, 
yang tercermin dalam pralambang atau sifat hakim yang disebut sebagai Panca 
Dharma Hakim, yaitu sebagai berikut. 
1. Kartika 
Yaitu bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
2. Cakra 
Yaitu senjata ampuh dari Dewa keadilan yang mampu memusnahkan segala 
kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan, berarti adil. 
3. Candra 
Yaitu bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam 
kegelapan, bijaksana, dan berwibawa. 
4. Sari 
Yaitu bunga yang semerbak wangi mengharumi kehidupan masyarakat, berarti 
berbudi luhur dan berkepribadian tidak tercela. 
5. Tirta 
Yaitu air, membersihkan segala kotoran di dunia, mensyaratkan bahwa seorang 
hakim harus jujur. 
Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, berpendapat bahwa seorang penegak 
hukum (hakim) harus menjalankan tugas profesionalnya dengan didasarkan atas 
pengetahuan yang cukup, keterandalan, keterampilan, dan kepribadian yang kokoh. 
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Di samping itu, dalam perspektif Bagir Manan, hakim harus bermartabat, yaitu 
merasa mulia dan bangga dengan pekerjaan atau jabatannya. Dalam perspektif Islam, 
hakim diperintah untuk memutus perkara secara adil, bijaksana, tegas, dan jujur.13 
Allah berfirman dalam QS Al-Maidah/5: 42. 
 َنُوع َٰ مَس  َف َكوُٓءاَج ِنَإف ِِۚتۡحُّسلِل َنُول
َٰ َكأ ِبِذَكۡلِلمُكۡحٱ  َۡيب ُهَن َۡوأ ۡم ۡنَع ۡضِرَۡعأ  ۡمُهۡنَع ۡضِرُۡعت نِإَو ۡۖۡمُه َنَلف 
 ۡيَش َكو ُّرَُضي  َف َتۡمَكَح ۡنِإَو ۡۖامُكۡحٱ  ِب مُهَنَۡيب ِِۚطۡسِقۡلٱ   نِإٱ َ  للّ  ُّبُِحي يِطِسۡقُمۡلٱ َن  
Terjemahnya: 
“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak 
memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk 
meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau 
berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak 
akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan 
perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.14 
Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab 
besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu negara. Dalam artian, hakim merupakan 
benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila 
hakim di suatu negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di 
negara tersebut akan lemah atau terperosok. Di Indonesia hakim memiliki kode 
kehormatan hakim yang menjadi pegangan hakim dalam menjalankan tugasnya.15 
Kemadirian hakim sangat penting artinya dalam upaya menjamin obyektivitas 
putusan hakim secara utuh, untuk selanjutnya dapat menjamin penyelenggaraan dan 
penegakan hukum dan keadilan sebagai cita-cita dari suatu produk hukum di 
kalangan masyarakat, mempertinggi wibawa lembaga peradilan dan menciptakan 
kedamaian dan ketentraman di dalam masyarakat. Aktualisasi kemandirian hakim 
                                                             
13 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 153-155. 
14 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 115. 
15 Supriadi, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia (Cet. I, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2006), h. 114. 
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meliputi tiga aspek, yaitu aspek kepribadian, kemandirian dalam memangku jabatan 
dan kemandirian dalam berijtihad. Kemandirian dari aspek kepribadian harus 
ditopang oleh iman yang kuat, yang pada gilirannya akan menimbulkan kejujuran, 
ketangguhan dan istiqamah. Kemandirian dalam memangku jabatan harus pula 
ditopang oleh kesadaran hukum dari semua pihak, baik dari pihak penguasa maupun 
dari pihak masyarakat pada umumnya dan pihak pencari keadilan pada khususnya. 
Sedangkan kemandirian dalam berijtihad harus didukung oleh ilmu pengetahuan 
yang luas sebagai syarat utama untuk melaksanakan ijtihad.16 
Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehoramatan hakim, Komisi 
Yudisial akan memperhatiakan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan 
kehoramtan hakim dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Adapun dalam 
menjaga dan menegakkan keluhuran dan martabat hakim, Komisi Yudisial harus 
mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai etika profesi dan 
memperoleh pengakuan masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim 
tetap dalam hakikat kemanusiaannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga 
dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela.17 
Komisi Yudisial secara hukum dan konstitusional diberi amanat dan tanggung 
jawab untuk memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap badan 
peradilan hakim melalui fungsi pegawasan (pengawas eksternal) yang dimilikinya. 
Dalam kerangka itu, sepatutnya semua pihak yang mempunyai niat yang tulus dalam 
upaya penegakan hukum dan keadilan, terutama dalam rangka reformasi peradilan 
                                                             
16 Muhammad Kurdi, Kemandirian Hakim Perspektif Hukum Islam (Cet. I, Gowa: Alauddin 
University Press, 2012), h. 238. 
17 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 235. 
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mendukung setiap upaya Komisi Yudisial agar pelaksanaan wewenangnya menjadi 
efektif.18 
B. Konsep Hukum Islam dalam Mengatur Kode Etik Profesi Hakim 
Kode etik profesi hakim merupakan kumpulan asas-asas atau nilai moral yang 
disepakati oleh anggota hakim dan harus di laksanakan agar tidak terjebak kepada 
pelanggaran norma, maka dibentuklah kode etik sebagai pengarah kesadaran moral 
di dalam organisasi profesi hakim. Hal ini terwujud dalam sifat-sifat hakim yang 
dikenal dengan "Panca Dharma Hakim" yaitu kartika, cakra, candra, sari, dan 
tirta, yang menempatkan sifat percaya dan taqwa kepada Tuha yang Maha Esa, 
memusnahkan kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan, memiliki sifat bijaksana dan 
berwibawa, berbudi luhur dan tidak tercela, serta bersifat jujur. Pengertian ini 
menjadikan kode etik merupakan suatu keyakinan religius tertentu (I'tiqadat) untuk 
di amalkan dan bukan pengetahuan belaka, karena mempunyai peranan dalam bentuk 
bat}iniyah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum (Syari'ah) dalam etika profesi 
hakim. Sehingga etika merupakan moralitas sebagai dorongan jiwa yang diwujudkan 
dalam melaksanakan profesi hakim. 
Untuk melihat relevansi dan implementasi kode etik profesi hakim dalam 
penegakan hukum yang sesuai dengan etika Islam, maka akan dipaparkan beberapa 
hal melalui analisa beberapa pasal terutama bab II karena merupakan hukum 
materilnya. 
Profesi hakim adalah profesi yang mempunyai tugas menyelesaikan setiap 
perkara yang masuk ke pengadilan atau diajukan dari pihak yang bersengketa. 
Sedangkan para pihak adalah orang yang mencari perlindungan hukum terhadap 
                                                             
18 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 234. 
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lembaga peradilan. Karena itu kewajiban hakim untuk melindunginya.19 Sehingga 
terlihat harus berpegang teguh pada tingkah laku yang di wujudkan dalam sikap 
hakim yang dipedomaninya,20 sebagai berikut : 
1. Dalam persidangan. 
Pertama, dalam persidangan hakim harus memperhatikan azas-azas peradilan 
yang berlaku dalam hukum acara peradilan, yaitu : menjunjung tinggi hak para pihak 
baik dari mulai pengajuan perkara, proses persidangan, baik meliputi pembelaan diri, 
pemeriksaan perkara, sampai pada keluarnya putusan yang benar-benar memuat 
alasan yang jelas, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan (accountability). 
Kedua, memposisikan para pihak  dalam keadaan sama tidak memihak salah satu 
pihak. Ketiga harus berbuat sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin 
persidangan baik ucapan maupun perbuatan. Keempat, menjaga kewibawaan dan 
kehidmatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa dan tidak melecehkan 
para pihak. Kelima,bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. 
Dalam persidangan hakim harus memproses segala perkara yang diajukan dan 
menyelesaikan sengketa antara pihak tersebut demi terciptanya kedamaian diantara 
manusia. Dalam undang-undang disebutkan : hakim membantu para pencari keadilan 
dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.21 Dalam Islam dijelaskan 
hubungan hakim dengan para pihak adalah merupakan hubungan yang saling terkait 
                                                             
19 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, bab VII pasal 37. 
20 Ikatan Hakim Indonesia, Kode Etik Profesi Hakim, bab I pasal 4 ayat 1-5. 
21 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, bab I pasal 5 ayat 2. 
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(simbiosis mutualisme), sehingga hakim mempunyai tuntutan untuk menyelesaikan 
perkara.  
Allah berfirman dalam QS Al-Hujurat/49: 9. 
نِإَو  َنِم ِنَاَتِفٓئاَط َنِينِمۡؤُمۡلٱ  ْاُوَلَتتۡقٱ  ُهَنَۡيب ْاوُحِلَۡصَأف َف ۡۖاَم َب ِۢنإ ََٰىدۡحِإ َۡتغ َىلَع اَمُه َٰىَرُۡخۡلۡٱ  ِت
َََٰقف ْاُولِيت لٱ 
 ِرَۡمأ ٓ ََٰىِلإ َءٓيَِفت َٰى تَح يِغَۡبت ِِۚ  للّٱ  ُحِلَۡصَأف ۡتَٓءَاف ِنَإف َب ْاو َمُهَنۡي ِب ا ِلۡدَعۡلٱ  َو َۡقأ 
ْۡۖآُوطِس   نِإ َ  للّٱ  ُي ُّبِح َنيِطِسۡقُمۡلٱ  
Terjemahnya: 
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar 
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu 
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, 
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku 
adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”22 
Namun dalam arti kata hakim adalah profesi yang bebas yang tidak boleh 
mempunyai ikatan-ikatan yang membatasi kewajibannya untuk menegakan hukum 
yang adil dan benar dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab, tentu hal ini 
harus harus didukung oleh kondisi hakim yang harus siap baik secara mental maupun 
sikap seperti sikap hakim ketika memimpin persidangan harus dalam kondisi tidak 
marah, karena akan mempengaruhi proses persidangan. Hal ini jelas dilarang oleh 
agama, dalam Hadis ditegaskan: 
Abu Bakar r.a. menerangkan. 
 :ُلُوَقي َم لَسَو ِهَْيلَع ُالله ى لَص  ِيب نلا ُتْعِمَس ِي ِنَإف« ُنَابْضَغ َُوهَو ِنَْيْنثا َنَْيب ٌمَكَح  نَيِضَْقي َلَّ»
23 
 Artinya: 
“Saya mendengar Nabi Saw. Bersabda “Seorang hakim dilarang memutuskan 
perkara diantara dua orang dalam keadaan marah”. (H.R. Al-Jama’ah; Al-
Muntaga II: 936)24 
                                                             
22 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 516. 
23 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju‘fi, Sahih Bukhari, Juz 9 (Cet. I; Dar 
al-Tauqi al-Najah, 1422 H) h. 65.  
24 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9 (Cet. III; 
Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2001), h. 484. 
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Disamping itu dalam proses persidangan tidak boleh adanya konspirasi antara 
para pihak yang berperkara dengan hakim atau melalui pengacara untuk 
memenangkan perkara, sebagaimana diriwayatkan dalam Hadis berikut. 
Abu Hurairah r.a menerangkan: 
 :َم لَسَو ِهَْيلَع ُالله ى لَص ِ  اللَّ ُلوُسَر َلَاق :َلَاق«يَِشتْرُمْلاَو يِشا  رلا َىلَع ِ  اللَّ ُةَنْعَل»25 
Artinya: 
“Rasulullah saw, bersabda: Kutukan Allah terhadap orang yang memberikan 
uang sogok dan yang menerimanya untuk meloloskan sesuatu putusan”. (H.R. 
Ahmad, Abu Daud dan At-Turmudzy; Al-Muntaqa II: 935)26 
Di sini terlihat integritas hakim diuji apakah mampu menjungjung hukum 
(keadilan dan kebenaran), apakah mementingkan pihak tertentu, jelas–jelas ini 
dilarang untuk menggunakan tugas di luar tujuan dan kewajiban yang seharusnya 
mendamaikan kedua belah pihak, sesuai proses peradilan yang telah di tentukan. 
Kebebasan hakim tidak terpengaruh dari apa dan siapapun. Dari kebeasan ini 
tercipta kehendak bebas dari seorang manusia (hakim) yang dianugerahi kehendak 
bebas (Free Will), yang berdasarkan aksioma kehendak bebas dari etika Islam. 
Kemudian dari kebebasan ini diharapkan akan terwujud keputusan-keputusan yang 
benar dan adil, bukan sekedar mengejar kepastian hukum (Legal Centainity). Islam 
menetapkan prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia dan menjadi perhatian 
umat walaupun terhadap musuh yang menyerang kita hendaknya tetap berlaku adil. 
Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 58, di tegaskan : 
  نِإ َ  للّٱ  ْاوُّدَُؤت َنأ ۡمُكُرُمَۡأي ِت ََٰن َََٰمۡلۡٱ  اَهِلَۡهأ ٓ ََٰىِلإ َو َاذِإ َح ُتۡمَك َنۡيَب ما نلٱ ِس  ِب ْاوُمُكَۡحت َنأ ِِۚلۡدَعۡلٱ   نِإ َ  للّٱ  ا  مِعِن
 ِهِب مُكُظِعَي ٓۦ   ِنإ َ  للّٱ  ا  ريَِصب ا َۢعيِمَس َناَك 
                                                             
25Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, Musnad 
Ahmad bin Hanbal, Juz 11 h. 565 
26 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9 (Cet. III; 
Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2001), h. 478. 
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Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”27 
Adil di sini adil dalam konsep Islam adalah yang menunjukkan keseimbangan 
dalam standar keadilan yaitu keadilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum 
yang fundamental dalam hukum Islam. Walaupun Islam memerintahkan keadilan 
secara umum tidak menentukan dalam bidang apa saja melainkan dalam bermacam 
urusan, karena keadilan adalah milik Allah sedang manusia hamba Allah, oleh 
karena itu semua orang sama tidak ada yang lebih di depan hukum.28 Apalagi di 
hadapan Tuhan, yang membedakan adalah ketaqwaan. 
Dari sisi nilai filosifis keadilan adalah merupakan tujuan tertinggi dari 
penerapan keadilan, sehingga disinilah terkandung nilai keadilan yang terdapat dalm 
kode etik profesi hakim Indonesia. Putusan-putusan hakim yang dikeluarkan adalah 
merupakan produk hukum untuk menyelasaikan perkara, sehingga harus tercipta 
putusan yang benar-benar memuat alasan yang jelas,29 dan bisa dipertanggung 
jawabkan, mulai pemeriksaan perkara dengan tahapan mengkonstatir, mengkualifisir 
dan mengkonstituir sehingga putusan tersebut benar-benar dilandasi kejujuran dan 
kepatutan. Kejujuran dalam menggali dasar-dasar hukum baik undang-undang 
maupun ketentuan lain, sehingga patut artinya sesuai kondisi masyaakat. Dalam 
kosep nilai etika Islam kejujuran adalah merupakan sesutu perkara yang terlahir 
dari  kebenaran (aksioma Kebenaran). 
                                                             
27 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 87. 
28 Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 
73. 
29 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, bab II pasal 25 ayat 1. 
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2. Hubungan sesama hakim atau pegawai. 
Dalam kode etik profesi hakim, hakim harus menjaga kewibawaan korps 
yang diwujudakan dalam sikap kerjasama, kesadaran, saling menghargai dan tingkah 
laku atau martabat yang baik baik dalam dinas maupun di luar dinas serta 
memberikan suri tauladan kepada bawahan. 
Hakim sebagai salah satu pilar penegak hukum, maka mempunyai tanggung 
jawab untuk saling tolong-menolong dalam menegakan keadilan dan kebenaran. Hal 
ini akan tercapai apabila hakim mampu menjalin hubungan dengan komponen yang 
ada di bawahnya, baik antara hakim sendiri, panitera, serta juru sita karena 
mempunyai kewajiban yang saling berkaitan, sebagaimana dalam sumpah dan janji 
di pengadilan.30 Di sini perlunya kerjasama yang harus dilakukan demi tercapainya 
kewajiban seorang profesi. 
Allah berfirman dalam QS Al-Ma'idah/5: 2. 
اَهَُّيٓأ ََٰي  َنيِذ لٱ  َِرٓئ ََٰعَش ْاوُّلُِحت َلَّ ْاُونَماَء ِ  للّٱ  َلََّوٱ َرۡه شل  َحۡلٱ َماَر  َلََّو َهۡلٱ َيۡد  َلََّو َِدئ
ٓ َََٰلقۡلٱ  َٓلََّو َني ِ ٓماَء  َتَۡيبۡلٱ 
 َماَرَحۡلٱ  َۡللَح َاذِإَو ِۚا  ن ََٰوۡضِرَو ۡمِهِ ب  ر ن ِ م  لَٗۡضف َنُوَغتَۡبي ُۡمت  َف َطۡصٱ 
ِْۚاُودا  َو َلَّ  َيَنَش ۡمُك نَمِرۡج  َنأ ٍمَۡوق ُنا
 ِنَع ۡمُكوُّدَص ِدِجۡسَمۡلٱ  ِماَرَحۡلٱ  َلَع ْاُونَوَاَعتَو ْْۘاُوَدتَۡعت َنأ ى ِبۡلٱ ِ ر  َوٱ ۡۖ َٰىَوۡق تل  َلََّو َىلَع ْاُونَوَاَعت  ۡث ِۡلۡٱ ِم 
 َو ِِۚن ََٰوُۡدعۡلٱ  َو ْاُوق تٱ  َۡۖ  للّٱ   نِإ َ  للّٱ  ُديِدَش ِبَاقِعۡلٱ 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar 
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 
jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 
mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu 
dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan 
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
                                                             
30 Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, bab IV pasal 30 ayat 1. 
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jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”31 
Hal ini bisa dilakukan dengan saling mendiskusikan permasalahan (perkara) 
yang di hadapi dalam persidangan baik dengan sesama hakim ataupun dengan para 
pakar ilmu hukum sebelum membuat keputusan. Langkah tersebut pada masa masa 
peradilan sahabat sering dilakukan, karena musyawarah merupakan salah satu 
sumber setelah dari sumber-sumber lain tidak ada atau telah melakukan tingkatan-
tingkatan pengambilan dalil. Karena hakim dalam memberikan pandangan harus 
rasional serta berdasarkan ijtihad yang ketat, maka apabila tidak tercapai haruslah 
dengan musyawarah.secara jujur. Dengan demikian musyawarah adalah merupakan 
salah satu bentuk solidaritas antara hakim. 
Islam memerintahkan musyawarah demi mencapai hasil yang tepat dalam 
membangun suatu putusan benar-benar tepat dalam azas musyawarah dan nilai 
kepatutan terwujud dalam memberikan keputusan yang akan di bebankan kepada 
para pihak, walaupun sering terjadi diantara hakim banyak yang mengabaikan 
moralitas dan sering terjadi pengabaian terhadap kode etik yang mengakibatkan 
Pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mengaburkan idealisme profesi hukum 
yang mempunyai ciri-ciri pokok pengabdian kepada kemanusiaan, kebenaran 
dan  kejujuran. Menurut Busyro Muqoddas, melemahnya motivasi pengabdian 
tersebut terjadi ketika iman dan independensi berada dalam keadaan krisis. Ketika 
iman dalam kondisi kokoh, maka ia akan  memancar dalam segala aktivitasnya. Etika 
Islam tidak sekedar melihat aktivitas lahir, tetapi lebih jauh melihat dorongan 
terdalam dari motif (niyat) tindakan tersebut. 
Kode etik profesi hakim Indonesia merupakan alat pembinaan hakim dan 
pengawasan tingkah laku hakim,32 dengan artian Profesi hakim merupakan kesatuan 
                                                             
31 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 106. 
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profesi yang diikat oleh suatu tata aturan tertulis dan kesadaran serta solidaritas 
diantara anggota korp untuk melaksanakan kode etik profesi hakim tersebut. Yang 
diharapkan saling menjaga kesolidaritasan antara hakim maupun korp sebagaimana 
dalam tertuang dalam kode etik hakim.33 Karena dari kesolidaritasan hakim akan 
tumbuh kejujuran dalam menegakan hukum, sehingga terjauh dari perbuatan curang 
baik yang dilakukan hakim sendiri maupun secara bersama-sama. 
Allah berfirman dalam QS As-Sad/38: 24. 
 َلَاق  ِهِجَاعِن ََٰىِلإ َكِتَجۡعَن ِلاَُؤسِب َكَمَلَظ ۡدََقلۡۦۖ  ِثَك  نِإَو ا  ري ِ م َن ۡلٱ ِٓءاَطَلُخ  ََيل ۡعَب ََٰىلَع ۡمُهُضۡعَب يِغۡب  لَِّإ ٍض
 َنيِذ لٱ  ْاُولِمَعَو ْاُونَماَء ِت ََٰحِل َٰ صلٱ   نَظَو  ۡمُه ا  م ٞليَِلقَو ُوَاد  ُدۥ  َأ َٰ َنَتف اَم ن َف ُه َۡغتۡسٱ ُه بَر ََرفۥ  َخَو َبَاَنأَو َّۤا  عِكاَر َّۤ ر 
Terjemahnya: 
“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 
meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan 
sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 
mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". 
Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun 
kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”34 
Dalam korp hakim yang harus dibangun adalah kerjasama yang berlandaskan 
moral, iman dan taqwa karena apabila dibangun diatas tiga nilai tersebut akan 
melahirkan kejujuran (amanah) dan tanggung jawab.  Dalam Islam konsep kejujuran 
adalah perwujudan dari nilai kebenaran yaitu jujur atas pelaksanaan janji terhadap 
pelaksanaan kode etik profesi. sehingga nilai kejujuran  merupakan prinsip nilai dari 
kode etik profesi, sekaligus kebenaran dalam konsep Islam yaitu menjalankan yang 
hak atau diperintahkan.  Dengan demikian solidaritas korps sangat diperlukan dalam 
menjaga nama baik profesi hakim karena selain harus dipertanggungjawaban 
terhadap masyarakat didunia yang diminta oleh Tuhan diakhirat nanti. 
                                                                                                                                                                            
32 Ikatan Hakim Indonesia, Kode Etik Profesi Hakim, bab I pasal 2 ayat 1 butir a-b. 
33 Ikatan Hakim Indonesia, Kode Etik Profesi Hakim, bab I pasal 4 ayat 1-4. 
34 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 454. 
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3. Tanggung  jawab sosial hakim  terhadap hukum 
Dalam kode etik profesi hakim didalam masyarakat hakim harus saling 
menghormati, menghargai, dan hidup sederhana, serta dalam keluarga hakim harus 
menjaga keluarga dari perbuatan tercela, menjaga ketentraman keluarga dan 
keutuhan keluarga dan menyelesaikan masalah keluarga dengan norma-norma 
hukum kesusilaan yang berlaku di masyarakat. 
Ketentuan di atas merupakan tanggung jawab hakim baik terhadap dirinya 
sendiri (keluarga) maupun masyarakat. Prinsip yang terkandung etika profesi di 
mana tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tanggung jawabnya di tuntut 
untuk bertanggungjawab terhadap pekerjaan, hasil serta dampak pekerjaan terhadap 
kehidupan orang lain dan bertanggung jawab untuk kehidupan dengan tidak 
melanggar hak orang lain. Dalam Islam tanggung jawab merupakan amanah yang 
harus dipertanggungjawabkan, artinya tanggung jawab sendiri yang diwujudkan 
dalam pola prilaku dalam hubungannya dengan masyarakat atau institusi, sedangkan 
terhadap masyarakat dengan memberikan hak kepada siapa saja yang menjadi 
haknya. Sehingga fungsi hakim sebagai makhluk sosial tidak bisa terbebas dari 
semua tindakannya yang harus dipertanggungjawabkan. Karena tanggung jawab 
sosial adalah kaitannya dengan moral terhadap masyarakat. Secara moral bahwa 
perbuatan itu tidak tercela, karena apabila tercela maka akan mendapatkan sanksi 
sosial, karena itu tanggung jawab sosial dibarengi dengan norma sosial. 
Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 85. 
ن  م  ُه ل نُكَي  ةَنَسَح ًةَع ََٰفَش َۡعفۡشَيۥ  ُه ل نُكَي  َةِئ يَس  ةَع ََٰفَش ۡعَفۡشَي نَمَو ۡۖاَهۡن ِ م ٞبيِصَنۥ  َناَكَو  اَهۡن ِ م ٞلۡفِك ُ  للّٱ  َٰىَلَع 
 ا  تيِق ُّم ٖءۡيَش ِ ُلك 
Terjemahnya: 
Barangsiapa yang memberikan syafa´at yang baik, niscaya ia akan memperoleh 
bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa´at yang 
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buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu.35 
Ayat di atas menjadikan perlunya kesadaran hukum bagi hakim. Karena 
keasadaran hukum adalah merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia 
mengenai perilaku yang telah diatur dalam hukum. Sehingga hukum dipahami untuk 
memenuhi kebutuhan sosial sedangkan agama sebagai pengontrol dan tidak 
membiarkannya menyimpang dari kaidah norma-norma yang ditentukan oleh agama. 
Dalam konsep Islam kesadaran hukum yang timbul akan menjadi sesuatu amal 
perbuatan yang didasarkan iman, ilmu, dan amal, sehingga tanggungjawab ini 
dijadikan amanah yang harus dilakukan secara profesionalisme karena akan diminta 
pertangjawabannya dan dijadikan kebutuhan ukhrawi untuk masa depan. Artinya 
dalam Islam diartikan sebagai aspek transendental dalam beribadah, sehingga tidak 
sekedar pemenuhan keluarga dan masyarakat tetapi untuk ibadah. 
Secara teologi dan sosial  hakim diberi amanah untuk menjalani profesinya 
sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di samping untuk melangsungkan 
kehidupannya secara manusiawi, karena diakui atau tidak manusia hidup secara 
bersama dan di masyarakat adanya unsur yang menduduki tempat tertinggi dan 
sebaliknya. Karena itu adanya hubungan timbal balik sebagai sosial masyarakat. 
Secara tidak langsung di sini terletak nilai kepatutan sebagai seorang profsi hakim 
akan apa yang sebenarnya yang harus di lakukan. Karena putusan hakim akan 
dikatakan patut apabila menunjukan perbuatan yang tidak mengandung cacat bagi 
pengadilan melainkan sesuai dengan undang-undang. Maka nilai kepatutan ini akan 
terwujud apabila ada  nilai tanggung jawab yang dibarengi dengan kesadaran. 
Pada hakekatnya tanggung jawab yang didasari kesadaran hukum adalah 
merupakan etika Islam yang dianjurkan. Karena etika menekankan keselamatan 
                                                             
35 Kementerian Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014), h. 91. 
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individu baik di dunia maupun diakhirat, sehingga adanya tanggung jawab sosial 
hakim terhadap hukum adalah merupakan untuk keselamatan individu. Maka disi 
jelas bahwa fungsi hakim adalah mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat 
adalah sebagai penegak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. 
Sedangkan kewajiban dan larangan yang terdapat dalam kode etik adalah 
merupakan kumpulan nilai-nilai atau moralitas dalam profesi hakim dan etika 
religius dalam Islam yang harus dilaksanakan oleh profesi hakim, sebagaimana 
merupakan aplikasi nilai kode etik  yang sesuai dengan etika hukum Islam yang telah 
di bahas sebelumnya. Sehingga hakim patut untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. 
Adanya komisi kehormatan adalah merupakan lembaga dari proses 
pertanggung jawaban hakim,  namun komisi kehormatan ini kurang berperan karena 
berada dalam lembaga sendiri tidak secara independen yang di khawatirkan terjadi 
konspirasi di antara hakim sendiri. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya 
pelanggaran baik ringan, sedang dan berat yang di lakukan oleh hakim dalam 
melakukan profesinya serta pengabaian terhadap kode etik yang seharusnya menjadi 
pedoman. Komisi kehormatan ini sebenarnya merupakan perwujudan dari 
pertanggungjawaban di dunia, sebelum nanti seorang hakim harus 
mempertangjawabkan di akhirat, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Hadis 
berikut. 
Ibnu Mas’ud r.a menerangkan: 
 َع،ِةَمَايِقْلا َمَْوي َسِبُح  لَِّإ ،ِسا نلا َنَْيب ُمُكْحَي ٍمَكَح ْنِم اَم " :َم لَسَو ِهَْيلَع ُالله ى لَص ِ  ِيب نلا ِن  ٌذِخآ ٌكَلَمَو
 َطَخْلا :َلَاق ِْنَإف ،  لَجَو  َزع ِالله َىِلإ ُهَْسأَر ََعفَْري  ُمث ،َم نَهَج َىلَع ُهَفَِقي ى تَح ،ُهاََفِقب ،َم نَهَج ِيف ُهَاقَْلأ ،َأ
اًفيِرَخ َنيِعَبَْرأ يِوْهَي.36 
                                                             
36Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, Musnad 
Ahmad bin Hanbal, Juz 7 h. 173.  
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Artinya: 
“Nabi saw, bersabda: Tak ada seorang hakim diantara manusia yang 
menetapkan hukum, melainkan pada hari kiamat seorang malaikat memegang 
kuduknya, sehingga dia diberhentikan di atas neraka jahannam. Kemudian 
malaikat itu mengangkat kepalanya kepada Allah Azza Wadjala. Maka jika 
Allah bertitah: (Campakkanlah dia, dan malaikat itu mencampakkan hakim itu 
ke suatu tempat penerjunan, dia mati selama empat puluh tahun”. (H.R Ahmad, 
Ibnu Majah; Al-Muntaqa II: 932).37 
                                                             
37 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9 (Cet. III; 
Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2001), h. 465. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari uraian dan pembahasan tentang etika profesi hakim dalam perspektif 
hukum Islam dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kode etik profesi hakim mengandung nilai nilai moral yang menjadi 
landasan kepribadian hakim secara professional yaitu: pertama, kebebasan 
artinya  sebagai manusia mempunyai kebebasan baik kemandirian moral 
maupun keberanian moral yang dibatasi norma-norma yang 
berlaku. Kedua, keadilan, yaitu memperlakukan sama terhadap manusia 
dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Ketiga, kejujuran yaitu 
dalam penegakan hukum harus dilandasi sifat kejujuran dalam hati nurani 
dan kebenaran akal (ratio) dari mulai pemeriksaan perkara, pencarian 
hukum sampai pada pemutusan perkara secara patut (equity) dengan 
melihat situasi, apa yang seharusnya diperbuat berdasarkan undang-
undang yang mengandung keadilan dan kebenaran di masyarakat. 
2. Etika profesi hakim dan hukum adalah merupakan satu kesatuan yang 
secara inheren terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasannya merupakan 
pemahaman dari al-Qur'an dan Hadis, sehingga pada dasarnya Kode etik 
profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam. Etika 
hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu pertama, kebenaran 
yaitu adanya konsep kebenaran menjadikan manusia percaya untuk 
berbuat baik karena taat akan hubungan makhluk dan 
khaliq. kedua, keadilan yaitu adanya penyemarataan (Equalizing) dan 
kesamaan (leveling) hak dalam bidang hukum yang dibangun dengan 
78 
 
konsep keadilan mutlak dan sempurna secara transendental antara hukum 
dan moralitas. Ketiga, kehendak bebas yaitu manusia walaupun dibatasai 
oleh norma-norma yang ada tetapi mempunyai kehendak bebas / 
kebebasan (free Will). Keempat., pertanggung jawaban yaitu sebagai 
tuntutan dari kehendak bebas yaitu adanya pertangungjawaban sebagai 
batasan dari apa yang diperbuat manusia dan harus 
dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakhirat. Terjadinya 
penyalahgunaan dan pengabaian terhadap kode etik profesi hakim 
diakibatkan rendahnya etika dan moralitas hakim. Sehingga tidak 
terlaksananya nilai-nilai kebenaran, keadilan, kehendak bebas dan 
pertanggungjawaban sebagai profesi hakim. 
B. Saran-saran 
Dari kesimpulan diatas, menjadikan etika sebagai suatu persoalan yang sangat 
fundamental terhadap lemahnya integritas hakim baik dari sisi intelektualitas maupun 
kepribadiannya. Maka dari itu ada beberapa saran diantaranya : 
1. Perlu dibentuknya lembaga independen diluar organisasi kehakiman untuk 
melakukan pengawasan secara internal terhadap hakim sebagai penindak 
pelanggaran terhadap profesi hakim baik dari mulai pemeriksaaan sampai 
pada keputusan. 
2. Memfungsikan kembali lembaga interen seperti komisi kehormatan untuk 
lebih berperan sebagai pengontrol intern lembaga IKAHI, diluar lembaga 
independent  yang punya wewenang khusus.  
3. Penanaman nilai religiusitas dan kesadaran hukum akan nilai-nilai profesi 
sehingga dalam gerak langkahnya selalu akan tersirat kehadiran tuhan 
yang nantinya akan meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. 
79 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Abdullah, M. Yatimin. Pengantar Studi Etika. Jakarta: Rajawali Pers, 2006. 
Arto, A. Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet. III; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000. 
Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Sejarah Peradilan Islam. Cet. III; 
Jakarta: Bulan Bintang, 1970. 
-------. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997. 
-------. Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9. Cet. III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001. 
Asy'ari, Musa. Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an. Yogyakarta: 
LESFI, 1992. 
Bertens, K. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994. 
Djamil, Faturrahman. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. 
Hanafi, Ahmad. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1970. 
Ikatan Hakim Indonesia. Kode Etik Profesi Hakim. 
al-Ju‘fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari. Sahih Bukhari, Juz 9. Cet. 
I; Dar al-Tauqi al-Najah, 1422 H. 
Kementerian Agama RI. Al-Qur,an Dan Terjemahnya. Jakarta: Samad, 2014. 
Kompas. Etika Profesi Kunci Pas Penegakan Hukum. 29 Mei 2002. 
Kurdi, Muhammad. Kemandirian Hakim dalam Perspektif Hukum Islam. Cet. I; 
Gowa: Alauddin University Press, 2012. 
Lubis, Suhrawardi K. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 1994. 
Madkur, Muhammad Salam. Al-Qadha’ Fi al-Islam. Terj. Imran AM, Peradilan 
dalam Islam. Surabaya: Bina Ilmu, 1979. 
Martono, Nanang. Metode Penelitian Kuantitatif. Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2014. 
Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 1992. 
-------. Etika Profesi Hukum. Cet. II; Bandung: Citra Aditya bakti, 2001. 
-------. Hukum dan Pnelitian Hukum. Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. 
Mukti, Takdir Ali, dkk. Membangun Moralitas Bangsa. Cet. 1; Yogyakarta: 
Lembaga Penelitian dan Pengamalan Islam Universitas Muhamadiyah 
Yogyakarta, 1998. 
al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. Sahih Muslim, Juz 3. 
Cet. V; Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th. Lihat juga Abu 
‘Abdirrahman vin Syu’aib bin ‘Ali al-Nasai. Sunan al-Nasai, Juz 5. Cet. I; 
Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H. Lihat juga Abu ‘Abdillah Ahmad bin 
Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani. Musnad Imam Ahmad 
bin Hanbal, Juz 11. Cet. I; t.p: Muassasa al-Risalah, 1421 H. 
80 
 
Nuh, Muhammad. Etika Profesi Hukum. Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2011. 
Pitlo A, Sudikno Mertokusumo. Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1993. 
Rasjid, Sulaiman. Fiqih Islam. Cet. XXVII; Jakarta: Attahiriyah, 1976. 
Salam, Burhanuddin. Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia. Jakarta: 
Aneka Rineka Cipta, 1997. 
Sekretariat Negara. Undang-Undang RI. 
Shidarta dan Darji Darmodiharjo. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Cet. IV; Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2002. 
Siregar, Bismar. Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan. Jakarta: Gema Insani Press, 
1995. 
Sumaryono, E. Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum. 
Yogyakarta: Kanisius, 1995. 
-------. Etika Hukum. Yogyakarta: Kanisius, 2002. 
Supriadi. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Cet. II; Jakarta: 
Sinar Grafika, 2008. 
al-Syaibani, Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. 
Musnad Ahmad bin Hanbal. t.t, t.th. 
Tim Penulis. Tips dan Cara Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi. Yogyakarta: 
Shira Media, 2009. 
Utomo, Priyo. Etika Dan Profesi. Cet. 1, Jakarta: Gramedia, 1992. 
Wisnubroto, Al. Hakim Dan Peradilan Di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta, 1997. 
Zakiyah, Wasingatu, dkk, Menyingkap Tabir Mafia Peradilan. Cet. 1; Jakarta: ICW, 
2002. 
94 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
ANDRIANO. Dilahirkan di Kabupaten Bone tepatnya di 
Bulupallawa Dusun Wanuae Desa Poleonro Kecamatan Lamuru 
pada hari selasa tanggal 28 Mei 1993, merupakan 
anak bungsu dari empat bersaudara. Penulis lahir dari pasangan 
suami istri Bapak Bastian dan Ibu Misma. 
Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 162 
Poleonro Tahun 2005, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama Tahun 2005 di 
SMP Negeri 1 Lamuru kelas 1 dan 2, pindah ke SMP Negeri 4 Watampone kelas 3 
dan lulus Tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di 
SMA Negeri 1 Lamuru lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan jenjang 
pendidikan ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2012 sampai 
dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. 
